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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NCOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mznimbang : a.

Mengingat : 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDXDNESIA,

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggata pemerintahan daersh memiiki
peran dan tanggung jawab dalam  mewujudkan
efisiensi, efektivitas, produlktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggarasn  pemerintaban daerab melalui
pelakganaan hak, kewajiban, tugas, wewsnang, dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurmf a dan untuk melaksaznakan
ketentuan Pagal 132 avat (1), Pasal 145, Pasal 186
ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nemor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomer 22 Tshun 2014 tentang
Pernerintahian Daecral {Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55857),
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indenesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Maomar 5&79);

MEMUTLISEAN:

PERATURAN FEMERINTAH TENTANG PELOMAM
FENYUSUNAN TATA TERTIE DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINEIL, KABUPATEN, DAN KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pa=al 1

Dalam Peraluran Pemerintah ini vang dimaksud dengan:

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah vang sclanjuinya
dizsingkat DPRIO adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  wyang  berkedudukan  sebagai  un@ur
penyelengeara pemenntahan daerah,

Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan
plely DPRD vang berlaku di logkungan inlernat DFRD
provinsi dan kabupaten/kota.

3. Kode . ..
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Kode Euk DPRD yang selanjutnya discbut Kode Euk
adalah norma yang wajib dipatuhl oleh =ehap Anggota
DPRD selama meomyalankan tygasnya untuk menjaga
mariabal, kehormatan, citra, dan kredibibitazs DPRD.
Angpota DPRL adalah anggota DPFRD provinsi, anggota
DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota.

Fimpinan DPRD adalah ketua dan walal ketua DPRD.

Frak=1 adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi
dan kabupaten/kota berdasarkan konhguras, paria
pohitik hasil pemilihan wmum.

Peraturan Daecrah yanp selanuinya disebut Perda
atau yang dizebul dengan nama lain adalah Perda
provinsi dan Perda kabupaten fkota,

Badan  Pembentukan  Peraturan Dacrah yang
sclanjutnya  disebut  Bapemperda adalah  alat
kelengkapan DFRD} vang bersifat totap yang khusus
menangani hidang Perda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjuinya disingkat APBDr adalah rencana keuangan
tahunan dacrah yang ditetapkan dengan Perda.
Menteri  adalah  menten yang menyclenggarakan

utusan pemerintahan dalam negeri.

Kepala Dacrah adalab pubernur dan bupati { wali kota.

Hari adalah hari kerja.

BABL ...
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BaRE ||
FUNGST, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Fuangsi
Paragral 1
Urnum
Pasal 2
DPRD provinsi dan kabupatenf kota mempunyal fungsi:

a. pembentukan Perda,
b. angearan; dan

PCREAWASAN,
Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

a.  menyusun  program  pembentukan  Perda bersama

Kepala Daerah;

b. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui

alau tidak menyeiyyul rancangan Perda; dan

. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

[1}

Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu} tahun berdasarkan skala priontas
pembentukan rancangan Perda,

(2} Progratm . . .
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Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah,

Pazal §

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau
Kepala Daerah.

Rancangan Perda yang berasal dati DPRD atau Kepala
Dacrah disertai penjelasan atau keterangan dan/atan
naskah akademil.

Rancangan Perda dimjuken berdasarkan program
pembentukan  Perda atau  di luar  program
pembentukan  Perda  sesuai - dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasal &

Kancanpan Perda yang berasal dard DPRED dapat

diajukan cleh Anpgota DPRD, komisi, gabungan

komisi, atan Bapemperda yang dikoordinasikan oleh

Bapemperda.

Ratncangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD,

kotnisi, gabungan komisi, atau Bapemperda

disampaikan secara tertulis kcpada Pimpinan DPRD

diserta dengan:

a. pernjelasan atau keterangan danjatan naskah
akademik: dan

b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD
kepada Bapemperda untuk dilakukan  pengkajian

dalamn rangka pengharmenisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan Perda.

(4] Rancangan . . .
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Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua
Angpola DPRD paling lambal 7 (tujuh) Hao schelum
rapat panpuaria.
Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh
Pimpinan DPRD dalam rapat parpurna.
Dalam rapat paripuma schagaimana dimaksud pada
ayat 15):
a. pengusy] memberikan penjelasan;
Fraksl dan Anggota DPRD lainnya memberkan
pandangan, dan
¢, pengusul membenkan jawaban atas pandangan
Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
Keputuzan rapat paripurna atas usulan rancangan
Perda berupa:
a, persemujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
. penglakan.
Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD
merugaskan komisi, gabungan komisi, atau
Bapcmperda untuk menyempurnakan  rancangan

Perda.

Rancangan Perda yang telab disiapkan ecleh DPRD
disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada
Kepala Daerah.

Fasal 7 ...
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Pasal 7

{1} Rancangan Perda yang berasal dari DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meripakan rancangan Perda hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda,

(2} Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
meripakan TENCATIRAT Perda hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
kansepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat dacrah
Yang menangani bidang hakurm,

(31 Dalam  pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebapaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2] dapat melibatkan
instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerntahan di bidang hukum,

Pasal B

Apabila dalam 1 {satu} masa sidang, DPRD dan Kepala
Dzaerah menvampaikan rancangan Perda mengenai materi
yang sarma, yang dibahaz adalah rancangan Perda yang
disampaikan olch DFRD dan rancangan Perda vang
disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan.

Pazal 9

{1] Eancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala
Dac¢rah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerab untuk
mendapatkan persetujuan bersama,

(2) Pembahasan . . .
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(2] Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui
pembicaraan tingkat | dan pembicaraan tingkat [T,

(3] Pembicaraan tingkat § meliputi kegiatan:

.

Dalam hal rancangan Perda berasal dan Kepala
Daerah:

l. pemjelasan Kepala Daerah dalam  rapat
pApUIna mengena rancangan Perda;

2. pandangat Ltrm Fraksi terhadap
rancangan Perds; dan

3. tanggapan danfatau jawaban Kepala Daerah
terhadap pemandangan umum Fraksi,

Dalarm hal rancangan Perda berasal dan DFRD:

1. penjelasan  pimpinan komisi, pimpinan
gabungan komisi, pimpinan Bapemperda,
atau pimpinan panitia kKhusus dalam rapat
paripurna mengenai rancangan Perda;

2.  pendapat Kepala  Dacrah terhadap
rancangan Perda; dan

3. tangpapan dan/atauw jawaban  Fraksi
terhadap pendapat Kepala Daerah,

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan

komisi, atau panitia kbusus yanp dilakukan

bersama dengan Kepala Daerah alau pejabat
yvang ditunjuk untuk mewalkili.

Penvampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan
pada akhir pembahaszan antara DPRD dan Kepala
Daerah  arau  pejabat  yang ditunjuk untuk
mewakiln,

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegatan:

a. Pengambilan . . .
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Fengatnbilan keputusan dalam rapal parpuma

yang didahului detgat:

1. penyampaian laporan yang berisi proses
pembahasan, pendapat Fraksi, dan  hasil
pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi,
pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan
panitia khusus;

2. permintaan  persetujuan sccara lizan
pintpinat rapat kepada anggota dalam rapat
paripurna; dati

3. pendapat akhir Kepala Daerah.

Dalam hal persctujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara
musyawarah untuk muofakat, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.

Dalarm hal rancangan Perda tdak mendapat
persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala
Paerah, rancangan Perda tersebul tidak dapat
dizgultan lagi dalam persidangan DFED masa
sidang itu,

Pasal 10

(1} Rancangan PFerda dapat ditarnk Kembali sebelum

(2)

13)

dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Penarikan kembah rancangan Perda oleh DPRD
dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan
disertai alasan penarilian.

Penarikan kembali rancangan Perda oleh Hepala

Daerah dizampaikan dengan surat Kepala Daerah
dizerLal alasan penankan.

(4 Rancangan . .
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14) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat
ditarik kembali berdasarkan persetuyiuan  bersama
DPRD dan Kepala Dacrah.

[3} Penankan kembali rancangsn Perda hanya dapat
dilakukan dalam rapat paripurmna yatg dihadin oleh
Kepala Daerah.

i6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat
diajukan lapi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11l

(1} Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh
DPRD dan Kepala Deerah disampaikan Pimpinan
DPRD kepada Kepala Dacrah untuk ditetapkan
merjadi Perda.

(2) Penyampaian rancangan  Perds  sebagmimana
dimaksud pada ayat 1} dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 7 [tyjuh) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan bersama,

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah, Rencana  Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah, APED, perubahan AFED,
pertanggungjawaban pelaksapaan APBD, pejak dacrah,
retriblasi daerah, dan tata ruang daerah yang telah
dizetujui bersama oleti DPRD dan ¥Xepala Dacgrah dalam
rapat paripurmna dapat diondangkan selelah dilakukan
cvaluasi aleh  Menteri ataw  gubernur sebagai  waltil
Pemerintah Pusat sesnai kewenangannya.

Pas=al 13 . ..
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Pasal 13

Dalatn hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur
sebaga wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda
tentang AFED, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBLD,
memerntzhkan untuk  dilakukan penyempurnaan,
rancangan Perda disempumakan oleh Kepala Daerah
bersama dengan DPRD melatui badan anggaran,

Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana
dimak=ud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Pimpinan DFFRED.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] menjadi dasar penetapan Perde tentang
APBD, perubahan APBD, dan pertangpungjawaban
pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.

Fasal 14

Femerintah Dacrshh dath DPRD wajib  melibatkan
perancang  peraturan  perundang-undangan  dalam
pemmbentukan Perda,

Pembentukan Ferda melibatkan partisipasi
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Parapgraf 3
Fungs Anggatan
Pasal 13

Fungsi angearan DFRD diwujudkan dalam bentuk
pembahasan unfuk persetujuan bersama terhadap
rancangan Perda tentang APBD vang diajukan cleh
Ecpala Daerah.

(2} Fungsi . - -
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Fungs! anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. membahas kebijakan umum APBD dan pnornitas
dan plafon anggaran sementara yang disusun
oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja
Pemerintah Daerah;

b. membahas rancangan Perde tentang APED,

c. membahas rancangan Perda tentang perubahan
APBLDY, dan

d. mermbahas FATCHTLEAT Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

Fernbahasan kebijakan umum AFBED dan prioritas dan
plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DFRD
dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah
menyampaikan kebijakan umam APBD dan pooritas
dan plafon apggaran scmentara disertai dengan
dokumen pendulkung.

Pembahazsan rancangan kebjakan wmum APBD
dilaksanakan cleh badan anggaran DPED dan tim
anpggaran Pemerintah Dacrah untuk disepakat
menjadi kebijakan umum AFPBD.

Hebijakan vwmum APBD menjadi dasar bagi badan
anpggarann DPRD bersama tim anggaran Femcrncah
Daerah untuk membahas rancangan prieritas dan
plafon angparan sementara,

Badan anggaran melakukan konsultasi dengan Komizi
untuk mempereleh masukan terthadap program dan
kegiatan yang ada dalam rancangan pnoritas dan
plafon anggaran Senentara.

(3 Pembahasan - . -
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Fembahasan rancangan kebijakan umum APBLD,
rancangan priontas dan plafon anggaran sementara,
dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui
rapat DFRD,

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
ahggaran sementara yang telah mendapat persetujuan
bersama  dilandatangani oleh Kepala Daerah dan
Ponpinan DPRD delam rapat panpurna.

Paaal L7

Pembahasan rancangan FPerda tentang APBD
dilaksanakan cleh DPRD dan Kepala Daerah setelah
Kepala Daerah menyampaikan ratcangan  Perds
tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung  sesuai  denpan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas
Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman
pada tencana kerja Pemenntah Daerah, kebijakan
umum APBD, dan prioritaz dan plafon anggaran
sementara untuk mendapat persemijuan bersama.
Pembahasan rancangan Perda tentang  APBD
scbagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan
oleh badan anggaran DPRD dan tim  anggaran
Pemenintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan  mengenal  pembahasan  rancangan  Perda
tentang APBD sebagaimana dimaksud delam Pasal 17
bertakly secara mutatis mutandis terhadap pembahasan
rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19, ,,
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Pasal 19

Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat {2] huraf 4,

Eancangan Perda scbapaimana dimeksud pada
ayat (1} disampaikan oleh Kepala Daerah dengan
dilampirkan laporan kevangen yang telah dipenbkisa
oleh Badan Pemeriksa Kenangan,
Laporan  keuangan sebapaimana dimaksud pada
dyat {2} paling sedikit melipuni:

laporan realisasi anggaran;

d
b.  laporan perubshan saldo anggaran lebih;

neraca,

o o

laporan operasipnal;

e. laporan arus kas;

f.  laperan penibaban ekuitas; dan

g- catatan atas laporan Keuangsn.

Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah,
catatan atas laporan  keuangan  sebagaitmana
dimaksud pada ayat {3] huruf g bharus dilampin
dengan 1khtisar laporan kevangan badan nsaha nulik
dacrah,

Pembahasan TARCANEZAN Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dilakzanakan
sosual dengan ketentuan Pasal 9,

Pazal 20 . . .
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Pasal 20

Jadwal pembahazan dan rapat paripurna kebijakan umum
APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan
Perda tentaneg APBD, rancangan Perda tentang perubohan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertangguhgjawaban
APBL ditetapkann oleh badan musyawarah sesusl dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yamg mengaiur

mengenai penpelolaan keuangan dacrah.

(1]

#]

Paragraf 4
Fungsi Pengawazan

Pasaal 21

Fungsi pengawasan  divgjudkan  dalam  bentuk
penpawasan terhadap:

a.

b.

pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Dasrah;

pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain
Vang terkait dengan penyclenggaraan
pemerintahan daerah; dan

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
laporen  kewangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan,

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapal dilaksanakan melalui:

a.
b

C.

rapat kegja komisi dengan Pemeriniah Daerah;
kegiatan Kunjungan kerja;

rapat dengar pendapat urmam; dan
pengaduan masyarakat.

i3) Fungsi . .
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Fungsi penpawasan sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) hurnal a dan huraf b dilaksanakan olsh
Bapemperda melalui kegistan evaloasi  terhadap
eiektivitas  pelalcsanaan  Perda, Peraturan  Kepala
Daerah, dan pelaksanaan  perataran petuandang.
undangan yang lain,

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3|
dilaporkan kepada Pimpinan DPFRD dan diumumkan
dalam rapat panpurna,

DFRD berdasarkan Keputusan rapat paripurna dapat
meminta  klanikasi atas temuan  laporatn  hasil
pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan
Pemeriksa Kenangan.

Permintaan klariiikasi sebegaimana dimaksud pada
ayat (3] disampaikan melalni surat Pimpinan DPRD
kepada Badan Pemerikza Keuangan.

Pagal 22

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD
dapat membenkan rekomendasi terhadap laporan
keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas, dan akuntabilitas  penyelenpgarasn
pemerintahan daerah,

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat [l} dilaksanakarn sesuai ketentuan peraturan
permundang-vundangan.

Bampan Kedua | - .
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Bagian Kedua

Tuga= dan Wewenang
Pagzal 23

DFRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas dan
WENCIANg,

d.

membentuk Perda bersama Kepala Daerah;

membahas dan memberikan persetujuan rancangan
Ferda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala
Dacrah;

melaksanakan pengawasan lerhadap pelaksanaan
Perda dan AFBD:

memilih Kepala Dacrah dan wakil Kepala Daerah atau
wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi keckeosongan
jabatan untuk meneruskan sisa masa jaubatan lebih
dari 18 {delapan belas) bulan;

mengusulkan pengangkatan  dan  pemberhentian
gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui
Menten, pengangkatan dan pemberhentan
bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota kepada
Menteri melalui gubernur sebapal wakil Pemerintah
Fusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
dan pemberheniian;

memberikan pendapat dan  pertimbangan  kepada
Femeontah  Deerab  terhadap rencana  perjanjian
interniasional di daerah;

membenikan persetyjuan terhadap rencana  kerja

sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah
Lraerah;

h. meminta . . .
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meminta  laporan  keterangan  perianggungjawaban
Kepala Dacrah dalam penyelenggaraan pemerinotahan
daerah,

membetikan  persetuwjuan terhadap rencana kega
sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga
yang mernbebani masvarakat dan daerah; dan
melaksanakan tupas dan wewenang lain yang diatur
dalam ketcnluan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Dacrah

atau walil Kepala Darralh sebapaimana dimaksud

dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat

paripurma.

Hasil perilihan sebagaimana dinaksud pada avat (1)

ditetapkan dengan keputusan DFRID,

Mekanizme pemilihan Kepala Deerah dan wakil Kepala

Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata

Tertit LPRD paling sedikit memuat ketentuan:

a. tugas dan wewenang panitia pemiiithan;

b. tata cara pemilihan dan perletgkapan pemilihan;

c.  persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan
dokumen persyaratan sE5L1a) ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. jadwal dan tahapan pemilihan;

e. halk Anggota DPRD dalam pemilihan,

f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala
Dacrah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat
paripurna,

g jumlah _ ., .
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g- Jumlzh, tata cara pengusulan, dan tata tertib
zaksil;

h. penetapan calon terpilih;
1. pemiliban suara ulang; dan

J.  larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah

dan wakil Kepala Dagrah atau calon wakil Kepala
Dacrah yang mengandurkan din sejak ditetapkan
sehagal pasangan calon atay calemn.
Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana ditnaksud
pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD
mengurnamkan:

a. pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah; atan

b. pengangkatan wakil Kepala Daerah,

Pasal 25

Pimpinan DPRD provinsl menyampaikan wsulan
pengesahan pengangkatan  dan  pemberhentian
gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui
Mentert.

Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan
nsulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
bupati dan wahil bupati serta wali kota dan wakil wali
kota kepada Menteri melalui gubermnur sebapai wakit
Petnerintah Pusat,

Pasal 26

Pemberian persctujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g
diterapkan dalam rapal paripurna,

(2} Keputusan . . .



[2)

(1]

2]

(1]

{2)

)

FRESIDEMW
FREPOELIK 1NMDOMNES]A

=20 -

Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud
pada ayat |l| disampaikan cleh Pimpinan DPRD
kepada Kepala Daerah uniuk ditindaklanjuti sesuaid
tdengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang mengatur mengenal kerja sama daerah.,

BAB III

KEANGLGOTAAN DPRD
Pasal 27
Mzasa jabatan Anggota DPRD 5 {lima) tahun terhitung
sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada
saat Anggota DFRD vyang bard  mengucapkan
sumpah fjanji.
Masa jabatan Anpgota DPRD di daerah otonom baru
mengikuti masa jabatan Atggota DPRD daerah induk.

Pasal 28

Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

a. keputusan Mentet: bagi anggota DPRD provinsi;
dan

b. keputusan gubermur scbapai wakil Pemerintah
Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/ kota.

Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada

ayat {1] didagsarkan pada laporan Komisi Pemilihan

Umum provinst atau kabupaten f kota,

Anggota DPED  sebelum  memangku  jabatannya
men@lcapkan sumpah/janji  secara  bersama-sama
dalam rapal panpurma yang dipandu oleh;

a ketua ...
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a. ketua pengadilan tinggi bagi anggola DPRD
provinst; dan

b. ketua pengadilan negeri bagi angeguta DPRD
kabupaten fkota.

Delam hal ketua pengadilan tinggi berhalanpan,
pengucapan sumpahfjan)i anggota DPFRD  provinsi
dipandu wakil ketua pengadilan tinggl atau hakim
senior  yang ditunjuk  dalam  hal  wakil  ketua
pengadilan tinggi berhalangan

Dalam hal ketua pengadilan negen  berhalangan,
pengucapan sumpah/fjanji anggota DPRD kabupaten
ikota dipandu wakil ketus pengadilan negernl atal
hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketus
pengadilan negeri berhalangan.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dipimipin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya
atau dipimpin oleh Angeoota DPFRD yang paling tua
dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal
Pimpinan DPRD penode scbelumnya  berhalangan
hadir.

Anggota DPRD wvang berhalangan mengucapkan
sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/
janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pazal 29

Pengucapan sumpah /janji Anggola DPRD
dilak=sanakan pada tanggai berakhirnyva masa jabatan
3 (lima) tahun Anpgota DPRD yang lama periode
sebelumnya.

(2) Dalam . .
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Dalam hal tanggal berakhirnya masz jabatan Anggota
DPRED lama jatuh pada har libur atau han yang
diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilak=anakan
han berkutnya sesudah hari libur atau hari yang
diliburkan.

Pasal 30

Dalam hal calon Anpgota DFRD terpilih ditetapkan
menjadi tersangka pada  saal | pengucapan
sumpah fjanji, Vang bersangkutan tetap
melaksanakan pengucapan sumpah  jan)i menjadi
Angpota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRT: terpilih ditetapkan
menjadi terdalkwa pada saat pengucapan sumpah/
janji, veng bersangkutan tectap  meilaksanakan
pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan
saat itu jupa diberhentikan sementara sebagai
Anggota DPRD.

Palam hal calon Angpota DPRD terpilih ditetapkan
rmmenjady terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada
saat pengucapan sumpal/janji, yang bersanghutan
tetap melaksanalkan  pengucapan sumpah  janj
menjadi  Anggota DFRD  dan saat 1tu  juga
diberhentikan sebaga Anggota DPRD.

BAB [V
ALAT KELENGEKAPAN DPRD

Bagian Kesalu
Umum

Pasal 31
Alal kelengkapan DFRD terdiri atas:

a. Pimpinan . . .
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2. Pimpinan DPRD;

b. badan musyawarah;

c. komisi;

d.  Bapemperda,

c. badan anpearan,

f. badan kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain wyang diperlukan dan
dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
Alar kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayal [1) huruf a sampai dengan hurul { bersilal tetap.
Alat kelengkapan lan sebagaimana dimaksugd pada
ayat (1) huruf g berupa panitia khousus yang bersifat
tidak tetap.
Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DFRD
dibanty oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh
kelompok pakar atay tim ahli,
Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan
anggaran, dan badan kehormatan dibentuk  eleh
DFRED pada awal masa jabatan keanggotasn DPRD,
Pembentukan alat kelengkapan DPRD  ditetapkan
dengan keputusan DPRLD.

Pasal 32

Pimpinan alat kelengkapan DFRD tidak boleh merangkap
sebagai pimpman pada alat kelengkapan DFRD  vang
berzilat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD  yang
merangkap scbhagai pimpinan pada badan musyawarah dan
badan anggaran.

Hapan kedua . - .
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Bagian Kedua
Pinpinan DPFRD

Pasal 33

Pimpinan DPFRD mempunyai tugas dan wewenang:

a.

{1]

memimpin rapat DPRD dan mernyimpulkan hasil rapat
untuk diambil keputusan,;

menyusun rencana kerja Pimpinan DERD;

menstapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil
ketua;

melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan
pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat
kelengkapan DPRD,

mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/f
1nstansi lain;

menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah
dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
mewakili DPRE di peagadilan;

melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan

sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

menyampalkan laporan kinena Pinpinan DPED dalam
rapar paripuma yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 34

Prases penetapan Pimpinan DPRD  dilaksanakan
sedla dengan Undang-Undang mengenai
petmerintahan daerah,

i2) Dalam . . .
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Dalam hal Pimpinan DPED belum terbentuk, DPRD
dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD vang
ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai
pemerintahan daerah,

Pimpinan scmentara DPRD bertugas:
memimpin rapat DPRD,
b.  memfasilitasi pembentukan Fraksi;

¢.  memfasilitasi penyusunan rancangan Peratutan
OFRED tentang Tata Tertih DPRD; dan

d.  memproses penetapan Pimpinan DPRD definitf.

Pasal 35

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan vang
bersifat kolektil dan keolegial,

I1)

(<]

Pazal 36

Maza jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanpgal

penpudapan  sumpah/jangl pimpinan dan  berakhir

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan
keanggotaan DFRD.

Pimpinan DFRD berhent dari jabatannya sebelum

berakhir masa jabatatinya Karena:

4. meninggsl dunia;

b, menguwndurkan diri sebapai Pimpinan DPRD;

. diberhentikan sebapas Anggota DPRD sesuad
dengan  Ketentpan  peraturan perundang-
undangan; atau

d. diberhentikan sebagal Pimpitnan DFRED,

(3} Fimpinan . . .
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Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai  Pimpinan

DPRD dalam hal;

a.  terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan
Kode Etik lberdasarkan keputusan badan
kehormatan: atau

bh. partai politik yang bersangiutan mengusulkan
pemberhentian  yang bersangkutan  sehagai
Pirmpinan DPFRED  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan pervhdang-undangan.

Dalam hal ketua DPFRD berhenti dari jabatannya, para

wakil ketua menetaphkan salah sevrang diantaranya

untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan
ditetapkannya ketua penggant defnitif,

Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari

Jjabatannya dan tersisa 1 {sam) wakil ketua, wakil

ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua

DFRD sampai dengan ditetaphkannya ketua penpgganti

dennitif.

Faszal 27

Pimpinan DPRD lainnya  melaporkan asul
pemberhentian  Pimpinan DPRD dalam  rapat
DATTDALMA.

Pemberhentian Pimpinan DPRD ditctapkan dalam
rapat paripurna.

Pemberhentian Fimpinan DFRED ditctapkan dengan
keputuzan DPRD.

Pasal 38 _ .,
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Pasal 38

Fimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan
DPRD  tentang pemberhentian Pimpinan DPRD
provinst Repada Mentern melaldi gubernur sebagai
wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  peresmian
pemberhentannya paling lambat 7 (tujuhl Hao
terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
Gubernur sehagai wakil  Pemenntah Pusat
MeCOyampaikon kepaltusan DFED provinsl
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) kepada Menteri
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
diteritnanya keputusan DPRD provinsi.

Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampailan
keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan
DFED kabupaten fkota kepada pubernur sebagai wakil
Pemerntah Pusat melalui bupati/wali kote untuk
peresmiant pembgrhentiannya paling lambat 7 {tujuh)
Hari terhitung sejak  ditetapkan  dalam  rapat
PAMNPUITA.

Bupati/wali kota menyampaikan keputusan DPRD
kabupaten fkota sebagaimena dimaksud pada ayat {3)
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
paling lambat 7 [tujuh) Hari terhitung sejak
ditenimanya keputusan DPRD kaltupaten/kota.
Keputusan  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada
ayal [1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat
panpurna.

Pasal 39, | |
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Pasal 39

Penggant Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari
parta: politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang
berhenti,

Calonn  pengganti Pimpinan DPRU vyang berhenti
diusulkarn oleh pimpinan  partan  politik  untuk
diumumkan dalam rapat paripurma dan ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

Pimpinan DPRD provinsi mengusulken peresmian
pengangkatan calon pengganti Pimpinan  DPRD
provinsi kepada Menteri melalui gpubemur sebagai
wakil Pemerintah Pusat,

Pimpinan DPRD  kabupatenfkota  mengusulkan
peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan
DFRD kabupaten fkota kepada gubernur sebagai wakil
Pemcrintah Pusat melalui bupati/wali kota.

Pasal 40

Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa
tahanan atau terhalangan sementara, Pimpinan
DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk
menentukan salah satu Pimpinan DPRD  untuk
melaksanakean tugas ketua DPRD wyang sedang
menjalani masa ahanan atau berhalangan sementara,

Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
FPimpinan DPRD.

3] Fimpinan . . .
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Pimpinan DFRD sementara yang melaksanakan tugas
ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti
bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti
sementara melaksanakan tugas Rembali.

Pasal 41

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
lebih dan 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik
asal Pitmpinan DPRD wang berhalangan sementara
mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah secrang
Anggota DFED yang berasal dari partal politik terscbut
untuk melaksanakan tugas Pimpinan DFRD yanp
sefdang menjalani masa tahanan atau berhalangan
sementars,

Usulan  pimpinan partai  polittk sebagaimana
dimaksud pada ayat |1} diumumkan dalam rapat
paripattia  dan  selanjutnya  ditctapkan  denean
keputusan DPRD.

Pasal 42

Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang imenjalani
masa tahanan ataw berhalanpan sementara, pimpinan
partai politik asal Pimpinan DPRD menpusulkan
Anggota DFRED dan  parai  politiknya  untuk
melaksanakan tugas Pimpinan DPRD vang sedang
menjalani mase tahanan atau berhalangan sementara.

{2] Usulan . ..



(2]

(3

{4]

[S)

iG]

{¥}

FPREGIDEN
REFLBLIKE INDONESIA

T

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

disampaikan kepads DPRED paling lambat 7 {tajuh)

Han terlutung sejak  seluruh  Pimpinan DPRD

menjalati masgsa tahanan atau berhalangan sementara.

Dsulant  pimpinan partad politk  sebagaimana

dimaksud pada ayar (2} diumumkan dalam rapat

parpurna dan  selanjuinya ditetapkan  dengan
keputusan DPRED.

Rupat parpuwna sebagomana dimaksud pada ayat [(3)

dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau

paling muda.

Paling lambat 7 ({twuh) Har terhitung sejak

ditenmanya keputusan DPFRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3], keputusan DPRD disampaikan:

d. kepada Menteri melalui pubernur sebagai wakil
Pzmerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bag
pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinst;

bE. kepada pubcernur sebagai wakil Pemernintah Pusat
melalui bopatifwali kota oleh Pimpinan DPRD
bagi pelaksana tugas Pimpinan  OPRD
kabupaten/kota.

Gubernur  sebagar wakil  Pemernintah  Pusat

menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan

DPRD palmg lama 7 {mjuh) Han kepada Menteri

terhutunp =cjak ditenimanya keputusan DPRD.

Bupati/wali kota menyampaikan usuian pelaksana

tuga=s Pimpinan DPRD paling lama 7 [tyjuh) Hari

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
terhiting sejak diterimanya keputusan DPRDL

Pazal 43. ..
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Pasol 43

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan LUgas
dan  wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana
dimakzsud dalam Pasal 33.
Pelaktgana tugas Pimpinan DPRD provinsi ditetapkan
dengan keputusan Menters,
Pelaksana tugas Pimpinan DPRD kabupaten/kota

ditetapkan dengan keputusan gubermir sebagai wakil
Pemerintah Pusat,

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak
protokoler Fimpinat DPED sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paual 44

Calam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 dan Pasal 42 terbukt tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
huloum teranp:

a.

Menten mengakiifkan kembali sebagai anggota DPRD
provinsi dan/atau Pimpinan DPRD provinsi;

gubernur sebagei  wakil  Pemerintah Pusat
mengaktifkan kembali scbagai  anggota DPRD
kabupaten floota dan/atau Pimpinan DPRD
kaboupaten fkota; dan

Pimpinan DFRD melakukan rehabilitasi melaha
pengumuman dalam rapat paripurna.

Bapian ietiga . - .
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Bagian Ketiga
Badan Musyvawarah

Fazal 45

Angpota badan musyawarah pabing banyak 1/2 [satu
perdua)l  dari jumlah  Anggota DPRLD  berdasarkan
penmbangan jumlah anggota Hap-tHap Fraksi,
Susunan keanggotann badan musyawarah ditetapkan
dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan
LPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.

FPimpinan DFRD harena jabatannya juga sebagai
pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota
badan musyawarah.

Sekretans DPRD karena jabatannya juga sebapai
sckretars badan musyawarah dan bukun scbapai
anggota badan musyawarah_

Ferpindahan  Anggota DPRD  dalam  badan
musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanva
dapat dilakulan setelah masa keanggotaannya dalam
badan musyawarah paling singkat 2 |(dua) tahun 6
(cnam) bulam berdasarkan usnl Fralksi.

Pasal 46

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengoordinasikan  sinkranisasi  penyusunat
rencana kerja tahunan dan 5 {lima) tahunan
DPRD  dari  selurubh  rencana  kemja alat
kelenglapan DPRD;

b. menetapkan . .,
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menetapkan agenda DPRD unboak 1 {sahi) tahun
masa sidang, sebapgian dari suatu masa sidang,
perkiraan waktu penyelesaian suatu masaelah,
dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
membenkan pendapat kepada Pimpinan DPRD
dalamm menentukan garis kebijakan pelaksanaan
tugas dan wewenang DFRD,

meminta  danfatan  memberikan  kesesmpatan
kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk
memberikan  keterapgan  atawn penjelasan
mengenal pelaksanast) tugas masing-masing;
mmenetapkan yadwal acara rapat DPRD,

memberi saran  atau pendapat  untuk
memperlancar kegiatan DPRLY,
cnetekomendasikan pembentukan panitia
khusus; dan

melak=sanakan fugas lain yang diputuskan dalam
rapat paripurna.

Apenda DPFRD yang telah ditetapkan oleh badan
musyawarah hanya dapat diubah dalam mpat
pEripurna.

Setiap anggota badan musyawarah wayib,

a.

berkonsultasi dengan Fraksi sebelum
pengambilan keputuszan dalam rapat badan
rmusyawarah; dan

menyampaikan hasil rapat badan musyawarah
kepada Fraksi,

Bagian Keempat . . .
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Bampan Keemnpat
Komisi
Pasal 47

Sctiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DFPRD,
menjadi anggota salah =atn komisi.

Jumlah komisi dibentuk secsual dengan Undang-
Undanp mengenai pemetrintabhan daerah.

Jumlah keanggotaan setiap komisi ditctapkan dengan
mempertimbanpgkan penmbangan dan  pemerataan
jurniah anggota antarkomisi,

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat
paripuma atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipihh dan
dan oleh angegota komisi dan dilaporkan dalam rapat
paripuIna.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan selretaris
leormisi selama 2 (due) tabun & [enam) bulan,

Dalam hal terdapat penggantian ketua, waldl Ketus,
danfatan selretaris  komisi, dilakukan kembali
pemilinan ketua, wakil ketus, dan/atau sekretaris
komisi sebagaimana dimaksud pada ayat {(5).

Masa jabatan penggantl ketua, wakil ketua, danfatau
sekretaris komisi mencruskan sisa masa jabatan yang
digantikan.

Perpindahan Anggota DPRD  attarkomisi dapat
dilakukan setelah masa keangpoteannya dalam komisi
paling singhat 1 (satu) tahun berdasarkan usut Frakst,

Pasal 4% . . .
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Fasal 48

Komisi mempunyai tugas dan wewen ang.

.,

memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam
penyelenggarasn uwrusan pemetintahat vang menjadi
kewenangan daerah dan kewajiban lainnyva sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan pembahasan rancangan Perda;

melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD
sesuai dengan ruang bingkup tugas komisi,

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
sesual dengan ruang linghup tugas Konisi;

membantu  Pimpinan DPRD  dalam  penyelesaian
tmasalah vang disampaikan ocleh Kepala Daerah
dan/atau masyarakat kepada DPRI,

menerima, menampung, dan membahas  serta
menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

mengupayakan peningkatan kescjahtersan rakyat di
daecrah;

melakukan kunjungan kerja kamisi atas persefujuan
Pirnpinan DPRD;

mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD  yang
termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;

dan

metnberikan laporan tertulis Kepada Pimpinan DPRD
tentang hasil pelaksanaan tupas komisi.

Foasal 49 . . .
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Pazal 40

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi  dapat
melibatkan komisi lain danfatau alat kelengkapan DPRD
terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

(1)

12]

i1)

{2}

[3)

(4]

{5}

Pasab S0

Pembagian ruang lingkup rugas komisi zesuai dengan
penyelenggaraan urusan pemerintabzan yang
merupakan kewenangan daerah,

Pembagman ruang lingkup tugas komisi diatur dalam
Feraturan DFRD tentang Tata Tertib DERD,

Bapian Kelima
Bapemperda
Paszal 51

Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat
paripurna  menwut perimbangan dan pemerataan
anggota komisi.
Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah
angeota komisi yang terbanyak.
Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang

ketua dan 1 {satn)] orang wakil ketua vang dipilib dari
dan oleh anggota Bapemperda.

Sekretaris DPRD karena jabatanbya juga schagai
sckretaris Bapemperda dan bukan sebapai anggota
Bapemperda.

Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 {dua}
tahiun & (enam) bulan.

8] Perpindahan . _ .
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Perpindahan Anggota DFRD dalam Bapemperds ke
alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah
masa  keangpotaannya dalam Bapemperda paling
singkat 1 [saty) tahun berdasarkan usul Fralesi.

Pasal 52

Eapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

a.

Menyusun rancangan program pembentukan Perda
yang memuat daltar wrat  rancangan Perda
berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan
Perda disertai alasan untuk sedap tahun anggaran di
lingkungan DPRI;

mengoordinasikan PEeNyLISULAD program
pembentukan Perda antara DPRD dan Pomerintzh
Darerah;

menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD
yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan
program privritas yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapat konsepsi rancangan Perda yang digiukan
anpggota, kormisi, atan gabungan komisi  sebelum
rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan
DPRD;

tnengikuti pembahasan rancangan Perda yang
diajukan cleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

memberikan pertimbatgan terhadap usilan
penyusunan rancatgan Perds yang digjukan oleh
DPED dan Pemerintah Dacrah di luar program
pembentukan Perda;

g. membenkan . . .
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memberikan pertimbanpgan kepada Pimpinan DFED
terthadap trancangan Perda  yang  berasal  dan
Pemenntah Daerah;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi
terhadap pembahasan materd muatan  rancangan
Perda melalui koordinasi dengan komisi danfatau
patitia Khusus;

memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas
tancangan Perda yang ditugaskan oleh badan
musyawarah;

melakukan kajian Perda; dan

membuat  laporan  kinerja  pada masa akhir
keanggotaan DFRD dan menginven tansast
permasalahan dalam pembentuken Perda schagai
bahan bagi komisi pada masa keangpotaan
bernkutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran
Pasal 53

Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-
masing Fraksi detipan mempertimbangkan
keanprotaannya dalarmn komisi dan paling banyak 172
{satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

Ketua dan wakil ketua TPRD juga sebaga: pimpinan
badan anggaran dan merangkap anggota badan
anggaran.

{3} Busunan . . .
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Susunan keangeotaan, ketua, dan wakil ketua badan
anggaran ditetapkan dalam rapat paripuma,
Stkretarzs DPRD karena jabatznnya juga sebagal
gekretaris badun anpearan dan  bukan sebagai
BHREota.

Perpindahan Anggota DFED dalam badan anggaran ke
alat kelengkapan lainoya hanya dapat dilakukan
setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran
paling singkat 1 [satu) tahun berdazarkan usul Fraksl.

Pasal 54

Badan anggaran mempurnyal tugas dan wewenang:

d.

memberikan saran dan pendapat berupa pokeok
pikitan DPRD  kepada Kepala Daerah  dalam
mempersiapkan rancangan APBD sebelutn peraturan
Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah
Daerah ditctapkan;

melakukan konsultasi yang diwakili oleh angpotanya
dengan Komiat terkait untuk memperoleh masukan
dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan
umum AFBD dan pnoritas dan plalon anggaran
sementara;

memberikan saran dan pendapat kepada Kepala
Dasrah dalam mempersiapkan rancangat  Perda
tentang AFBD, rancangan Perda teptang perabahan
APBL, dan TAICATIFATI Perda tentang
pertanggungawaban pelaksanaan APBR,

d. melakukan .| ..
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melakuksan penyempurnaan rancangan Perda tentang
AFBD, ranvangan Perda tentang perubahan APBD,
dan rancangan Perda tentang pertangungawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menten
bagi DPED provinsi dan gubernur scbagad wakil
Pemerintah Pusar bagi DPRD kabupaten/kota
bersama tim anggaran Pemerintah Dacrah;

melakukan pembahasan bersama tim  Aanggaran
Pemnerintah Daerah terhadap rancangan kehbijakan
umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala
Dacrah; dan

memberikan zaran kepeda Pimpinan DPRD dalam
penyusunan angegaran belama DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasel 55
Anggota badan kehormeatan dipibh dari dan oleh
Angrota DPRD dengan ketentuan:
a. DPFRD provinsi yang beranggotakan:
1. sampai depgan 74 {twjuh puluh empat)
orang berjumiah 5 (lima) orang;
2, 79 [tujuh puluh lima} cratig sampai dengan
100 [seratus] orang berjumlah 7 [tajuh)
orang; dan
3. lebih dari 100 {seratus| orang berjumlah 9

{sermbilan) oraog.

b. DPRD . . .
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b. DFRD kabupaten/kota vang beranggatakan:

1. =ampai dengan 34 (tiga pulubh cmpat) orang
berjumlah 3 (tiga) arang;

2. 35 {tiga puluh lima) orang sampai dengan 50
{lima puluh} orang berjumlah 5 {limaj orang,
dan

3. lebih dan 53 (hma puluh) orang berqumlah 7
{tujuh) orang.

Pimpinan badan kehormatan lerdirl atas 1 {satu)
crang ketua dan 1 (zatu] ocrang walal ketua yang
dipilih dari dan oleh anggpota badan Kehormatat,
Anpgota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan
dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-
masing Fraksi.

Magsing-maging Fraksi berhak mengusulkan 1 {satu)
orang calon anggota badan kehormmalan,

Dalam hal di DPFRD kabupaten/kota hanya terdapat
2 (dua) Fraksi, Fraksi vang memililki jumlah kursi
lebibh banyak berhak mengusulkan 2 [dua) orang calon
anggota badan kehormatan.

Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan
ke alat kelenghapan lainnya dapat dilakuken setelah
masa keanggotsannya dalam hadap  kehormatan
paling singkat 2 {dua] tahun 6 (enam| bulan
berdasarkan usul Fraks:.

Pazal 56

Badan kehormatan mempunyal tugas:

d. memantau . . .
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a. memantau dan mengevaluasl disiplin dan
kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpahf
janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap
sumpah/jangi dan Kode Etik yanpg dilakukan
Anggata DPRD,

c. melakiukan  penyelidikan,  verifikasi, dan
klarifikari ataz pengaduan Pimpinan DFPRD,
Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan

d. melapotkan Kepumusan badan kehormmatan atas
hasil penvelidikan, verifikasi, dan lanfikasi
sebagaimana dimaksud pada humaf ¢ kepada
rapat paripurna.

Tugas badan kehormatan dilaksanakan uniuk

menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas DPRD.

Dalarn melaksanakan penyelidikan, venfikasi, dan

klarifikazi sebapaimona dimaksud pada ayat {1}

huruf ¢, badan kehormatan dapat meminta bantuan

dan ahli independen.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, badan kehormatan berwenang:

a.

memanggl Anggota DPRD yang diduga melakukan
pelanpgaran sumpah/fjanii dan Kede Eunk untuk
memberikan  klariiikasi atau  pembelaan atas
pengaduan dugean pelanggaran yang dilakukan,

b, meminta - . .
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meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihek lain
vang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti
lain; dan

menjatuhkan sanksi kepada Angpota DPRED yang
terbukt melanpgar sumpah /janj dan Kode Etik.

Pasal 58

Pimpinan DPRED, Angpota DPRD, dan/alau
masyarakat menoyampaiken pengaduan dugaan
pelanggaran  oleh  Anggota DFRD  secara  tertulis
kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada
badan kehormatan disertai identitas pelaper yang jeias
dan bukt dugaan pelangg@arar.

Pimpinan DPRD wajih  meneruskan pengaduan
sebagmimana dimaksud pada ayat (1} kepada badan
kehormatan paling lama 7 {tujuh) Hari terhitung sejak
tanggal pengaduan ditenma,

Apabilg dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] Pimpinan DFRD tidak meneruskan
rengaduan kepada badan Rkehormatan, badan
kehormatan menindaklanjut pengaduan tersebut.

Pasal 539

Setelah menernma pengaduan sebagaimana dimalkosud

dalam Pasal 58, badan kehormatan melakukan

penyelidikan, venfikas], dan klanfikas dengan cara:

8. tmeminta  keterangan dan penjelasan  kepada
pengadu, saksi, teradu, danfeiau pihak lain yang
terkait; dan/atau

b. memverifikass . . .
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b. memvertfikasi dokwmen atau bukti lain yang
terkait.

Hasil penyehdikan, vendikasi, dan klanfikasi badan
kehormatan ditwanekan dalam benta acara.

Pimpinan DPRD dan badan kchormatan menjacun
kerahasiaan hasil  penvelidikan,  vertfikasi, dan
klarifikasi.

Pasal 60

Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran
atas sumpah fjan)l dan Kode Eiik, badan kehormatan
menjatuhkan sanksi berupa:

a. teguraty Lisan;

b.  teguran tertulis;

c.  mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan
alal kelehgkapan DFRLY,

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai
Anggota LPRD; dan/atau

. mengusulkan pemberhenban scbapga Anggota
DPRD  sesuay  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Sanks  sebagamans dimaksud  pada ayat (1)

ditetapkan denpan keputusan badan Kehormatan dan

diutnumkan dalam repat panpurna.

Sanksi berupa pemberhentian sebapaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ dan buraf d dipublikasikan oleh
DPRIL.

Pasal &l . ..
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Fasgal &1

(1} Dalam hal hadan kehormatan memberikan sanksi
pemberhentian sebagal pimpinan alat kelengkapan
DPRD, dilakukan pergantian  pimpinan  alat
kelengkapan DPRD paling lama 30 [tiga pulub] Han
terhitung aecjak diurnumbkan dalam rapat paripuma.

(2) Jadwal rapat paripurna scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] ditctapkan colch badan tnusyawarah paling
lama 10 (sepuluh) Han terhitung sejak Keputusan
badan kehormatan.

Pasal 62

Keputuzan badan kehormatan mengena penjatuhan
sanksi berupa pemberhendan sebagai Angpota DPRD
diproses sesuai denpan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 63

Ketentuan lebib Janjut mengenai tata cara pengaduan
masyarakat, penjatuhan sanksi, den tata beracara badan
kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata
heracara badan kehormatan.

Baglan Kedelapan
Pamitia Khusus

FPasal &4

{1} Panitta kbusus dibentuk dalam rapat paripurma atas
usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan
badan musyawarsh.

{2) Pembentukan . - -
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Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan
kepiitusan DERD,

Pembxentukan panitia khusus dalam waktu yang

bersamaan paling _han}fak zama jumlahnya dengan

komisi.

Masa kerja parutia khusus:

A,  paling lama 1 ([satu] tahun untuk  tugas
pembentukan Perda; atau

b.  paling lama & [enam} bulan untuk tugas selain
pembentukan Perda.

Fanmitia khusus melaporkan mgas sebelum akhir masa
kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 65
Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan
ketentuan:
a. DFRD provinsi yang berangeotakan:
1. sampal dengan 74 jmjubh puluh empat)
orang paling banyak 15 [hima bélas) orang;
2. 75 (tojubh puluhb lima) crang zampal dengan
100 (seratig) ocrang paling banyak 20 (dua
pulub} orang, dan
3. Iebih dan 100 [seratus) orane paling banyak
22 {dua puluh lima) orang.
b. DPRI kabupaten/kota vang beranggotakan.

1. sampal dengan 34 [bga pulih empat] orang
paling banyak 10 [zepuluh) crang;

2. 35 ltiga pulul limaj . ..
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2. 35 (tiga puloh lima) orang sampai dengan 50
(lirwa puluhj ocrang paling banyak 15 (dma
belas) crang; dan

3, lebth dam 50 (ima puluh) orang paling
banyak 20 (dua puluhl grang.

Anggota panitia kKhusus terdin alas anggola komisi
terkait yang diusulkan oleh masing-tnasing Fraksi,
Ketua dan walkil ketua panitia khusus dipilih dari dan
oleh anppota panitia khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahii

Pasal 64

Kelompok pakar atan tim ahli alat kelengkapan DPRD
diangkat dan diberhentikan dengan  keputusan
sekretaris DPRED sesuai dengan kebutuhan atas usul
Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesual dengan
pengelompekan tugas dan wewenang DPRD yang
tercermin dalam alat kelenghapan DPRD,

Kritoria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau
lim ahli didaksanalian =esuai dengan  kKetentuan
perundang-undangan,

BAR YV . ..
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BAB VY
RENCANA KERJA GPRD
Pasgal &7

Rencana kerja DERD disusun berdasarkan usulan
rencana kerja  alat  kelengkapan DPRD  kepada
Pimpinan DPRLL.

Rencana kerju DPRD dalam bentuk program dan
daltar kematan,

Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD
kepada  sekretans DPRD untuk  dilakukan
penyelatasan.

Hasil penyelarasan rencana kerja DPFRD disampaikan
kepada Pimpinan DFRD  untuk dibahas dan
ditetaphan dalam rapat paripurna,

Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam
rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretanal
DFRD dalam menyusun dokumen rencana dan
anggaran sckretariat DPRD untuk anggaran tahun
benkutnya.

Penctapun rencana kerja DPRD paling lambat tanggal
30 September tahun berjalan.

Pasal &3

Alat  kelengkapan DPRD  menyampaikan  hagzil
pelaksanaan rcocana kerjs dalam rapat panpuma
zetiap akhir tabun,

2] Pimpinan - . .
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(2] Pinpinan DPRLE mempublikasikan nongkasan hasil
pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling
sedikit setahun sekall.

BAR W1

PELAKSANAAN HAK DFELD DAN ANGGOTA LPFRD
Baman Kesatu
Umum
Pazal 69
{11 DPRD mempunyai hak:
a. Iinterpelast;
b, angket; dan
. menyatakan pendapat.
(2] Anggota DPRD mempunyai halk:
mengajukan rancanpan Perda;

3
b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampalkan usu! dan pendapat;

d.  memilih dan dipilih;

¢ metmbela din,

. imunitas;

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tUgas;
h. protokoler; dan

kenangan dan administratil.

Begian Kedua . _ .
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Bagian Kedua
Hzak Interpelas:

Pasal 7O

Usul pelaksanaan hak ioterpelasi  yang  telah
memenuhi  ketentuan  Undang-Undang mengenai
pemerinlahan daerah digjukan Anggota DPRD kepada
Pimpinan DPRDE untuk dilaporkan pada  rapat
paripura.

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksuod
pada ayat (1} disertal dengan dokutnen yang memuat
paling sedikic:

a. maten kebijakan dan/atau pelaksanaat

kebijakan pemerinish daerah; dan

b, alesan permintaan Keterangan.

Pasal 71
Rapat parpurna mengenad usul hak interpelasi
dilakukan denpan tahapan:

a.  pengusdl menyampaikan penjelasan lisan atas
usul hak interpelasi,

b. Angeota DPRD lainnya memberikan pandangan
meladul Fraksi atas penjelasan pengusul; dan

C. para penguzul  omemberkan  tanggapan atas
pandangan pata Anggota DPRD.

(2} Usul . _ .
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Usul sebagaimana dimakszud pada ayat {1} menjadi
hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan
dan rapat paripurna yang dihadin lebih dari 1/2 {satn
perdual jumlah Anggota DPRD dan keputuzan diambil
dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah Anggota DPRD yvang hadir,

Fengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum
usal hak interpelasi memperoleh Keputusan dalem
rapat parpuna.

Keputusan DPRD mengenai  hak  interpelasi
sebogaimana dimaksud pada avat (2] disampaikan
oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 72

Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala

Daerah:

a. Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan; dan

b. setiap Anggota DPRD dapat  mengajukan
pertanyaan.

Dalam hal Kepala Da¢rah berhalangan hadir untuk

membenkan penjelasan sebapaimana dimaksud pada

ayat (1} huruf a, Kepala Daerah menugaskan pejabat

terkait untuk mewakili.

Pandangan DPRD atas penjelassn Kepala Daerah

ditetapkan delam rapat paripuma dan disampaikan

secara tertulis kepada Kepala Daerah.

{4} Pandangan . . .
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Papndangan DPRLDE sebagaimana dimaksud pada
ayat (3}, dijedikan bahan untuk DPFED dalam
peloksanaan funpsi pengawasan dan untuk Kepala
Daerah  dijadikan bahan  dalam  penetapan
pelaksanaan kebijakan.

Bagian Keliga
Hak Angkel
Pasal 73

Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi
ketentuan Undang-Undang mengenal pemenntahan
dacrah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan
CPRD untuk diputuskan pada rapat panpumna.

Pengusulan hak angket scbapaimana dimaksud pada
avat {1] disertai dengan dolumen yang memuat pading
gedilkil.

a. materi  kebijakan  dan/ataw  pelaksanaan
peraturan  perundang-undangan  yang akan
diselidiki, dan

k. alasan penyvelidikan.

Pasal 74
Rapat panipurma mengenal usul hak angket dilakukan
denpan tahapan:
a. pengusul menyampailan penjelasan lisan aras
usul hak angket;
b, Anpgota DPRD lainnya untuk membenkan

pandangan melalui Fraksi, dan

c. pengusul . ..
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e, pengusul membenkan jawaban atas pandatgan
Anggota DPRD.

Usul scbagaimana dimaksud pada ayat [1) menjadi
hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat
paripurna yang dihadiri paling sedibit 3/4  [tiga
perempat] dari jumlah Angpota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) darl jurlah Anggota DPRD yang hadir.
Pengusul dapar menarik Kembali usulannya sebelom
usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat
paripurna.
Dalam hal usul hak angket diaetuju, DPRD;
a. membentuk panitia anpket yang terdiri atas
sermua unsur Fraksi yvang ditetapkan dengan
keputuzan DPRD; dan

b. menyvampaikan keputusan penggunaan hak
angket secara tertulis kepada Kepala Daerah,
Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul

tersebut tidak dapat diajukan kembah,

Faz=al 75

Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan
dapat memanggil pejabat Pemedntah Daecrabi, badan
huloum, atau warga masyarakat yang  dianggap
mengetahui atau patut mengetahwi masalah yang
diselidiki untuk membenkan keterangan serta untuk
merminta meminjukkan surat atau deokumen yang
berkaitan denpan hal vang sedang diselidiki.

(2} Pejabat . _ .
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(21 Pecjabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atan
Wargs masyarakat yang dipanggil sebagaimana
dimaksud pada ayat i1) wajib memenuhi panggilan
IHRD, kecuali ada alasan wyang sah  tmenurut
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2} Dalam hal pejabat Pemenntah Daerah, badan hukum,
atau wirga masyarakat telah dipanggil dengan patut
sccara  berturat-turut  tidak memenuhi panggilan,
DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7&

Dalamn ha! hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 diterima ulehh DPRD dan ada indikasi
tindak pidana, DPRD meoyerahkan penyelesaian proses
tindak pidana kepada aparat pencgak hulum  =sesuai
dengan ketentuan peraturan perunidang-undangan,

Pasal 77

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
rapat paripuma  paling lama 90 (enam pulubj Hari
terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat
Pagal 78

(1} Uswol pelaksanaan hak menyatakan pendapat vang
telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai
pemenntahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada
Pimpinan DPRED untuk diputuskan pada rapat
panpuma.

(2 Pengosulan , |,
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Pengusillan hak menyatakan pendapat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertal dengan dekumen yang

memuat paling sedikit:

a. maten dan alazan penpajuan usulan pendapat;
dan

b. materl hasil pelaksanaan hak interpelasi
dan /atau hak angket,

Usul peroyataan pendapat  dilaksanakan  oleh
Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pagal 79

Rapat paripurna mengenal usul permyataan pendapat

dilaloukan dengan tahapan:

A, pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas
usul hak angket;

b, Anggeta DPRD lainnya memberikan pandangan
melalul Fraksi;

¢. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan

pengusul memberikan jawaban ataa pandangan

Anpgota DPFRD dan pendapat Kepala Daerah.
Usul sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi
hak menyatakan pendapat DPRED apabila mendapat
persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling
sedikit 3/4 {tiga perempat] dari jumlah Angecta DPRD
dan putusan diambil dengan persetujuan  paling
sedilat 3/3 [dua pertiga] dari jumlah Anggota DPRD
vang hadis.

13y Dalam . . .
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Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tdak dihadini paling scdikit 3/4 [tiga
perempat} dar jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda
paling banyalt 2 {dua) kali dengan tonggang waktu
inasing-masing tidak lebih dad 1 (satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat
stbagaimana dimaksud pada dyat (3] jumlah Angpota
DFRED  tidak terpennhi, pimpinan  rapat  dapal
menlnda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

Apabila setclab penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} belurn juge terpeniuhi, pelaksanaan rapat
paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan
pada masa sidang berkutnya oleh  badan
musyawarah.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum
usul pemyataan pendapat memperoleh keputusan
DPRD dalam rapat paripumna.

Dalam hal usul pernyataan pendapat  disetujui,
ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:

3. pernyataan pendapat;
b.  saran penyelesaiannya; dan
€. peringatan,

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Faragral 1

Hak Mengajukan Rancanpgan Perda

Pazal &0

Satiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan
rancangan Perda-

{2} Usul . ..
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Usul prakarse sebagaimena dimaksud pada ayac (1),
disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk
tanwcangan Perda disertal penjelazan secara tertulis
dan diberikan nomor pokok cleh sekretanat DPRD.

Paragral 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Fasal &1

Betiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan
kepada Pemerintah Dacrah berkaitan dengan tugas,
fungsi, dan wewenang DPRD baik sccara hsan
maupun sccara tertubs,

Jawaban terhadap pertanyasn  Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
lizan atau sccara tertulis dalam tenepang waktu yang
disepakati bersama.

Paragral 3

Hak Menyvampaikan Usul dan Pendapal

(L

¥

Pasgal 82

Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak
mengajukan usil  dan  pendapat  batk  kepada
Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

Dsul dan pendapal sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata
krama, etika, maoral, sopan santun, dan kepatutan
gesual Kode Bk,

Paragral 4 . .
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Faragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pazal B3
Seliap Anpgota DPRED berhak untuk mermlih dan dipihh

menjadi pimpinan alat kelengkapan DPED sesuan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragrafl 5
Hak Membela Din

Pazal 44

Anpgota DPRD yang diduga melalukan pelanggaran
sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk
membela din dan/atau memberikan keterangan kepada
badan kehormatan,

Paragraf &
Hak Imunitas

Pasal 85

Anggota DPRD mempunvai hak imunitas dan dilaksanakan

sesual detigan Undang-Undang mengenal pemernntaban
daerah.

Faragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalarnan Tugas
Pasal B&

(1] Anggota DPRD mempunyai halt untuk mengikoti
ancntast pelaksanasn tugas sebapgsi Anpggota DPRD

pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti
pendalaman tugas pada masa jabatannya.

i) Orientagi . . .
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2] Orientasi dan pendalaman tupas Anpgota DPRD dapat
dilakukan oleh Pemerintah Puéai, Pemerintah Daerah
provinsi, sekretarial DPED provinsi, partai politik,
atau perguruan tingg.

(3] Pendanaen untuk pelaksanasn  orientasi dan
pendalaman tugas Angpota DPRD dibebankan padsa
penyelsngpara,

{#} Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan
orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan
DPRD dan kepada pumpinan Fraks,

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DFRD:
Pasal 87
(1} Tahun sidang DPFRD dimulai pada saat pengucapan
sutnpahfjanji Anggota DPFRED.
(2] Tahun sidang dibagi dalam 3 [tiga) rnasa persidangann.
{3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa

reses, kecuali pada persidangan terakhir dan 1 {satu)
periode keanggotaan DPRD, masa reses dibadakan.

{4] Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersatmaan
dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DIPRD vang
diamapatkan o¢leh perataran pemindang-undangan,
pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesaonya
pelakzanaan tygas dan kewgiiben yang diamanatkan
dalarmn peraturan perundang-undangan.

Paszal B8
[1} DBMlasa reses didaksanakao

a. paling lama . . .
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a. paling lama & {enam| Hari dalam 1 (satu) kali
reses bagi DPRD Kabupaten/kota; dan
b, paling lama 8 [delapan) Han dalam 1 (satu} kali
reses bagi DPRD provins.
Untuk dacrah provinsi bercirikan kepulavan danfatau
yvang memiliki kondisi alam yang sulit dijanglau,
masa reses dapat ditambah paling lama © [enam) Han
dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap
Angpota DPRD paling lambat 3 {tiga] Hari sebelam
masza reses dimulai melalii aaluran yang mudalb
disksea,

Masa reses Anggota DPRD secara persecratpgan atay
kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Ralgat,
anggota DPRD preovinsi den anggota DPRD
kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah
pemilihan yang sama,;

b.  rencana kerja Pemenintah Daerah;

c. hasil pengawasan DPRD sclama masa sidang;
dan

d.  kebutuhan konsultasi mablil dalam
pembentukan Perda,

Anggota DFED wajib melapothan haszil pelaksanaan

résey kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

a. waktu dan kempat kegiatan reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari
masyarakar; dan

c. dokumentas _ . .



{6]

(1}

{2}

(3]

MHESICEM
RERUBALIKE INDOMESIA

-Bl -

¢.  dokumenlasi pegserts dan kegiatan pendukung.
Anggota DPFRD yang udak menyvampaikan laporan
sehagaimana dimaksud pada ayat (5], tudak dapat
melalisanakan reses berikutnya.

Pasal 89

Jenis rapat DPRD terdin atas:

a. rapat paripumma;
rapatl Pimpinan DPRD:

o

rapat Fraksi;

rapat kensultas;;

rapat badan musyawarah,
raepat Kornisi;

rapat gabungan komisi;

e thom oaon

rapat badan anggaran,

[
1

rapat Bapemperda;
rapat badan kehormatan;

=

rapat panitia khusus:

. rapat kerja:

m. rapat dengar pendapat; dan

n. rapat dengar pendapat urnum.

Rapat parpurna merupakan forum rapat lertinggi
Anggota DPFRD vang dipimpin oleh ketua atau wakil
ketua DPRD.

Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anpgota
Fimpinan DPRD vang dipimpin cleh ketua atau wakil
ketua DPRD,

{4) Rapat . .,
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Rapat Fraksi mcrupakan rapat anggota Fraksi yang
dipimpin alech pimpinan Frakasi.

Kapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan
DPRL} dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat
kelengkapan DFRD yang dipimpin oleh ketua atau
wakil ketua DPRD.

Rapat badan musyawarah merupekan rapat anggota
badan musyawarah yang dipimpin olch ketua atau
waliil ketua badan musyawarah,

Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang
dipitnpin eleh ketua atau wakil ketua komisi.

Rapat pabungan komisi mergpakan rapat antarkomist
vang dipimpin cleh ketua atau wakil ketua DPRD.
Rapat badan anggarsn merupakan rapat anggota
hadan anggaran yvang dipimpin oleh ketua atau walkil
ketua badan anggatati.

Rapat Bapemperda merupakan rapat angpota
Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil
ketua Bapemperda.

Rapat badan kehormatan merupakan rapat angeota
badan kehormatan vang dipimpin oleh ketua atau
wakil ketua badan kehormatan.

Rapat panitia khusus merupakan rapat angpota
pamtia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau walkdl
ketya panitia khusus,

Rapal kerje tmerupakan rapat antara badan anggacan,
komisl, gabungan kKomisi, Bapemperda, atau panitia
khusus dan Kepala Daerah atau  pejabat yang
ditunpuk.

{14} Rapat . . .
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Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara
komisi, gabunpgan komisi, Bapemperda, badan
anggaran, atau paniua khusus dan Pemenintah
Daerah.

Rapat denpar petidapat umum merupalan rapat
antara komisi, gabungan kamisi, Bapemperda, hadan
anpggaran, atau panitia khusus dan persecrangan,
kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Faszal 90

Sctiap rapat di DPRD bersifal terbuka, kecuall rapat
terteniu yvang dinyatakan tertutup.

Rapat paripuma dan rapat dengar pendapat umum
wajilr dilaksanakan secara terbuka,

SBelain rapal DPRD sebapaimana dimaksud pada
ayat {2, rapat DPRD dinyarakan terbuka atau
ternatup oleh  pimpinan rapat berdasarkan
kesepakatan peserta rapat.

Sctiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah
rapat.

Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertatup,
risglah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan
rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat
tertutup yang dipimpin  langsung oleh Pimpinan
DFRD.

Fernbicaraan dan kepulusan vang telah disepakati
dalam rapat tertotup untuk dirahasiakan, dila@ng
divmumkan atau disampaikan oleh peserta rapat
kepada pihak lain atau publik,

(7) Betiap . ..
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Betiap orang yang melihat, mendengar, atau
mengetahul  pembicaraan  atau  Keputusan  rapat
tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat [6), wajib
merahasiakannya.

Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (6] dan ayat (7) dikenakan sanksi
sesuli  dengan  ketentnan  peraturan  perundang-
undatigan.

Pasal 91

Kapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di
dalamn gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar
gedung DFRD harus memperhatikan efisiensi dan
clektniatas serta  disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daersh.

Rapat patipurna hanya dilaksanakan di luar gedung
DPRD apabila terjadi kondisi katar.,

Pasal 92
Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD,
sesual dengan tugas dan kewajibannya.

Anggnta DPRD  vang menghadin  tapat DPRD
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi
tanda buktl kehadiran rapat.

Pasagl 93

Rapat paripurna terditi alas:

a  rapal paripuma untuk pengambilan keputusan:
dan

b. rapat . ..
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b. rapat paripurna untuk pepgumuman.

Rapat panpurna dapat dilaksanakan atas usul:

a.  Kepala Daerah;

b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

¢.  Anggota DPRD dengan punlah paling seditbat 1/3
{satu perlona) dan pumlah Anggota DPRD vang
mewakili lebih dan 1 {zatu] Fraksi.

Rapat parnpuma disclenggarakan atas undangan
kctua atau wakil ketua DPED berdasarkan jadwal
rapatl yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.

Rapat patipurna dalam  rangka  pengambilan
keputusan rancangan Perda wajih dihadiri cleh Kepala
Daerah.

Pazal 94

Hazill rapat paripurna untgk pengambilan kepotusan
ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan
PR

Hasl rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam
keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD,

BAE Vil
PENGAMEILAN KEPUTUSAN
Pasa] 95

Pengatnbilan  keputusan dalam rapat DFPRD pada
daszunya dilakukan dengan cara musyvawarah untuk
mufakat.

i2) Dalam . . .
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Dalam hal cara pengambilan keputusan sehagaimana
dimaksud pada eyal (i) tidak tercapai, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 96
Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika

memenuhi kuorum.

Ketentuan =cbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bapi rapat DFRD vang bersiat
e gL man.

Fas=al 97

Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a  dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
dati jumiah Anggeta DPRD untuk mengambil
persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan
hak mcnyatakan pendapat  serta untuk
mengambil keputusan Merngenal usul
pemberhentian Kepala Daerah danfatan wakil
Kepala Dagrah,

b. dihadiri oleh paling sedilat 2/ 3 [dua pertiga) dard
jumlah Angpota DPED untuk memberhentikan
Pimpinan DPRD serta untuk menetaphkan Perda
dan AFED: atan

¢, dihadin oleh lebih dan 1/2 {satu perdua) jumlah
Angpota DPRD untuk rapal panpuma selmn
rapat sebagaimana dimaksud dalam hural a dan
huruf b.

Keputusan rapat panpurna =ebagaimana dimakswd
pada ayat {1] dinyatakan sah apabila:

a. disetjui . . .
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a. disetujui oleh paling sedikit 273 [duea pertiga) dan
jumlah Anggota DPRL vang hadir, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul &;

.  disetujui oleh lebih dari 1 /2 [satu perdua) jumlah
Angpcla DPED  yang hadir, untuk rapat
schagaimana dimaksud pada ayat 11) huaraf b,
atau _

c.  disetni dengan suvara terbanyak, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humal c.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
tidak terpenubi, rapat ditinda paling banvak 2 [dua)
kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak
lebih dari 1 (satu} jarmn.

Apahila pada akhir waktu penundaan  rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat {3 kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat [1} belum juga
terpeniutu, pimpinan rapat dapat menunda rapat
paling lama 3 {tiga} Hari atan sampal waktu vang
ditctapkan oleh badan musyawarah.

Apahbila setelah penundsan sebagaimana dimaksud
pada ayat [4) Kuorum sebagmmana dimaksud pada
ayat (1} belum juga terpenuhli, terhadap ketentuan
sebagaimana dimakyud pada ayat (1) hurul b unmk
menctapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil
keputusan dan penyeiesaiannya diserahkan kepada
Menten untuk provinsi dan kepada gubermnur sebagai
wakil Pemernintah Pusat untuk kabupatenfkota.

(6] Apabila
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Apabila setelah penundaan sebagaimana dimakznod
pada ayat (4], kuorum sebapgaimana dimaksud pada
ayat {1} bkelum jupa rerpenubi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf ¢,
pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan
DPED dat pitnpinan Fraksi.

Pengambilan  keputusan vang diserahkan kepada
Pimpinan DPRED dan pimpinan Fraksi sebagaimana
chmak=ud pada ayat (6 dilakukan denpan
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7] tidak tercapai, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sthap penundaan  rapat, dibuat  berita acars
penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan
rapal.

Pasal 93

Setiap  keputusan rapat DPRD, haik berdasarkan
musyawarsdh untuk mufakat maupun berdazarkan suara
terbanyak, merupakan kesepakatan untul ditindaklanjuoti
oleh semue pihak yang terkait dalam  pengambilan
keputusan.

BAB X

PEMEERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DaN PEMBERHENTIAN

(1]

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 99
Angpola DPRD berhenti antarwakiu karcna:

a. meninggal . _ .
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meninggal duris;

b.  mengundurkan diri; atan
g, diberheantikan.
Mengundurkan dini scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf b ditandai dengan surat pengunduran
diri dan yang bersanghutan, mulal berlaku terhitung
sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri
atau terhitung sejak tanggal wang dipersyaratkan
dalam ketentuan peraturan perutdang-undangan,

AnNggata DFED diberhentikan antarwakiu

sebagaimana dimalksud pada ayat (1] huraf ¢ jika:

a. tidak dapat melaksanakan wgas  secara
berkelanjulan atau berhalangan tetap sebagai
Anggota DPRD selama 2 (tiga] bulan berturut-
turat tanpa Keterangan apa pun;

b, melangesr sumpah/jan dan Kode Eik;

¢,  dhinyvatakan bersalah berdasarkan  putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuoatan
hulkum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;

d.  tidak menghadin rapat paripuma dan rapal alat
kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak & [enam] kali bernirit-
turut tanpa alasan yang sah;

e. dinsulkan . . .
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divsullkan olch partal poliiknya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak lagi memenuhi syarat sebapa1 calon Angpota
DPED  sesum  dengan  kKetentuan  peraturan
perundang-undangan TMENgenal pemiliban
LITEILLIT

melanggar ketentuan larangan scbhapgaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan;
diberhentikan sebagai anggota partai  pelitik
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,; akau

menjadi anggota partal politik lain.

Angeota DPRD diberhentikan dengan tdak hormat
karena alaszan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
gl b, huraf <, bural | atauw hunal g

Pagal 100

Pemberhentian Anggola DPRD schagaimana dimaksud
dalamn Pasal 99 ayat (1) huraf a dan huruf b serta avat [3)
huruf ¢, huraf e, huruf h, dan huraf § diusulkan oleh
pimpinan partai politik:

.

kepada Pimpinan DPRD provingi dengan tembusan
kepada Menteri bagi anggota DFRD provinsi; dan
kepada Pimpinan DFED  kabupaten/kota dengan

tembusan kepada pubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat bagl anggota DPRD kabupaten /kota.

Pasal LOL . ..
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Fasal 101

Paling lama 7 {tujuh) Han terhitung sejak diterimanya
usul pemberhentian sebagaimanas  dimaksud  dalarn
Fazal 100 huruf a, Pinpinan DPRED  provins
tnenvampalksn usul pemberhentian anggota DPRD
provinsi kepada Menteri melalu gubernur sebagsd
wakil Pernerintah Pusat untuk memperaleh peresmian
pembethentian,

Apabila setelah 7 ((ujul) Had Pimpinan DFRD provins
tidak mengusulkan pemberhentian angeota DPRD
provinsi kepada Menteti melalui gubernur  sebagal
wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD provinsi
melaporkan proses pemberhentian  anggota DPED
provinsi kepada Menteri melalui gubermur scbagai
wakil Pemerintah Pusat,

Paling lama 7 {tujuh} Hari terhitung scjak diterimanya
usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pads ayat
(1] atau laporan sebapgaimana dimaksud pada, ayat {2},
gubernur  sebagai  walul  Pemenntah  Pusat
menyampalkan usul pemberhentian kepada Menteri.

Dalarn hal Pimpman DPREP provinsi  tidak
mengusulkan pemberhentian anggota DFRD provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan =ekretaris
OFRD PTOVinsi tidak melaporkan pProses
pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, gubcrnur sebagai walkil
Permnerintah Pusat tenyampaikan usulan
pemberhentian kepada Menteri.

[5) Apabila . . .
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Apabila setelah 7 [lyyuh] Han gubernur sebagan waltil
Pemenintah  Pusat  tidak menyampakan  usul
pemberhentian anggola DPRD provinsi sebagaimansa
dimaksud pada ayat (3}, Pimpinan DPRD provimsi
lengaung menyampaikan usul pemberhentian anggota
DFRD provinsi kepada Menterd.

Pasgal 10¥2

Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian
anggota DPRD provinst paling lama 14 jempat belas)
Hari terhitung sejak diterimanya usulan
pemberhientian angeota DPRD provins dan gubernut
setagar wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan DPRD
Provinsi.

Peresmian pemberhentian angpota DPRD  provinsi
mulxa berlaku terhitung sejak tangpal ditetapkan oleh
Menlen, kecualh untuk peresmian  pemberheritian
angeota DPRD provins: sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (3] huraf ¢ mulai berlaky terhitung sejak
Langpal putusan pengadilan memperoleh  kekuatan
hukum tetap.

Fazal 103

ketentuan  mengenai tata cara pengusulan
pemberhentian anggota DFRD provinsi sebagaimeang
dimaksud dalam Pasal 101 berlaku secara mutatis
mutandis terhadat tata cura pengusulan
pemberhentian  anggota  DPRD provinsi yang
dinyatakan bersalah melalkukan tindak pidana

berdasarkan  putusan  pengadilan  vang telah
berkekuatan hukum telap.

{2] Menteri . . .
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Menten memberhentkan anggota DFED  provinsi
sebapaimans dimaksud pada ayat (1) apabila dalam
jangka waktu 30 {tiga puluh) Har terhitung sejak
terbitnya putusan pengadilan vang telah berkelaatan
hukum tetap, Menteri belum  menenma  usulan
pemberhentian anggola DPRD provinsi,

Pasal 104

Paling fama 7 b} Harl terhitung sejak diterimanya
usul pemberhentian scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 hurul b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD
kabupaten/kota kepada pgubernur  scbagai  wakil
Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untul
memperoleh peresrman pemberhenban.

Apabila setclah 7 [tgjuh) Hari Pimpinan DPRD
kabupaten/kota tidak mengusullkan pemberhentian
anggota DPFRD  kabupaten/kota kepada gubernur
sehagal wakil Pemetintah Pusal, sekretans DPFRD
kabupaten/kota melaporkan proses pembetrhentian
anggota DPRD Lkabupaten/kota kepadas gubernur
scbagal wakil Pemenintah Pusat melalui bupati;/wali
kota,

Paling lama 7 {mujuh) Hari terhitung sejak diterimanya
usul pemberhentian scbagaimana dimaksud pada
ayat [1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], bupati/wali kota menyampaikan usul
pemberhentian  tergebut kepada pubernur sebagei
walal Pemerintah Pusat.

4] Dalam . . .
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Dalam hal Pimpinan DFRD kabupaten/kota tdak
mengusulkan  pemberhentian  angpots  DFRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dan  sekretaris DPRD  kabupatenfkota  tidak
melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD
kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
bupati/wali kol menyampalkan uawlan
permmberhentian  kepads gubernur sebagai  wakil
Pemerintah Pusat.

Apabila setelah 7 (twjuh) Han bupatifwali kota
tidak menyampaikan uwsul pemberhentian anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimakaud pada
ayat (3), Pitnpinan DPRD kabupaten/kota langsung
menyampaikan usul pemberhentian anggotz DPRD
kabupaten/kota kepada pubernur sebagai  wakil
Pemerintah Pusat.

Pasal 102

Gubermur  =ebagai wakil Pemennlah  Pusat
menerbitkan keputusan pemberhentian angeota DPRD
kabupaten /kota paling lame 14 (¢mpat belas) Hard
terhitung sejak diterimanva usulan pemberhentian
anggota DPRD kabupaten fkota dari bupati/wali kota
atau Pinpinan DFRD kabupaten /kota.

Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/
kota mulai kerlaku terhitung sejak tanggal ditetaplkan
oleh pubermur sebegai wakil Pemerintah Puasat atau
Menten, kecuali untuk peresmian pemberhentan
angpata DPRED  kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf ¢ mulai
berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan
memperelch kekuatan hukum tetap.

Fasal 106 . . .
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Paszal 106

Ketentuan  mengenai tata cvara  pengusulan
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
schagaimana dimaksud dalam Pasal 104 berlaku
gecara mutatis mutandis  terhadap  tata cara
pengusulan pemberhentian angpota CDPRD
kabupalen kola yang dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana berdazarkan putusan pengadilan yang
telah berkckuatan hukum tetap,

Ctubernur  sebagai walkil Permmenntahh  Pusat
memberikan teguran tertulis kepada bupatfwal kota
apabila setelalhy 7 (tuuhl Hard bupatifwali kota odak
menindaklanjuti  pemberhentian  anggote DPFRD
kabupaten/kota yang dinvatakan bersalah melakukan
tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila dalam janpka waktu 14 [empat belas] Han
lerhitunlg sejak terbitnya putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap gubemur sebagai
wakil Pemenntah Pusat belum menenma usulan
pemberhentian anggota DPPRD kabupaten fkota
sehagaimana  dimaksud pada avat (1), gubernur
scbagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan
anggota DPRD kabupatenfkota.

Apabila dalam janpgka waktu 14 (empat belas) Han
terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hulum tetap gubernur sebagal
wakil Pernerintah Pusat  belum  memberhentikan
atgpota DPRE  kabupatenfkota — scbapaimana
dimaksnd pada ayat (1), Menten memberhentikan
angpcta DPED kabupaten/ kota.

Fasal 107 . ..
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Fasal 107

Dalam  hal anggota  DPRD  provingl  berhent
antarwakty karena mengundurkan din dan pimpinan
partan  politik  tidak mengusulkan pemberhentian
kepada Pimpinan DPRD, dalam wakitu paling lama 7
{tujuhj Hari terhitung sejak yang bersangkutan
mengajukan pengunduran din scbagsa anegota DPRD
provinsl, Pimpinan DPRD provingi meneruskan usul
pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menlen
melalul gubernur sebagai wakil Pemernntah Pusal
untuk mempercleh peresmian pemberhentian,

Dalam  hal  anggota DPRD  kabupaten/kota
mengundurkan dini dan pimpinan partai politik tidak
mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan
DFRED kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7
{lujuh) Han terhitung sojak yang bersanghkutan
mengaukan pengunduran dinoya schuagal  angpola
OPRED kabupaten/lkota, Pimpinan DPRD meneruskan
usul pemberhenban anggota DPRD kabupaten/kota
kepada pubernur sebagal wakil Pemenntah Pusat
melalui  bupatifwah  kota untuk memperoleh
peresrmian pemberhentian,

Pasal 108
Pemberhentian anterwaktu Anggota DPEL
sebagaimana dimedsud dalam Pasal 99 avat (3]

hurd a, bumf b, huruf d, hwraf [ dan burof g,
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenal

pemerintahan dastah,

{2] Menten . .
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Menlern meresmikan pemberhentian angeota DPRLY
provinsi sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
lama 14 [empat Tbelas] Han  terhitung  sejak
ditenmanya keputusan badan kchormatan DFPFRD
provinsi atan  keputusan pimpinan  partai  politik
tentang pemberhentian anggetanya dam  gubernur
sebagal wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Puszat
meresmikan pemberhentian angpots DFRD
kabhupaten fkota sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
paling lama 14 [empat belas] Har terhitung zejak
diterimanya keputusan badan kehormatan DPED
kabupatenfkota atan keputusan mmplnan parta
politik  tentang  pemberhenbian  angeotanya dati
bupati/wali kota.

Menteri memberikan teguran terrulis kepada gubernur
acbagal waliul Pemenntah Puosat  yang tdak
menindaklanjuti pemberhentian anggota  DPED
provinsi scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pengrantian antar-Waktu

Pasal 109

Anggotz DPRD vang berhenti antarwakiu sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 99 ayat (1) digantikan oleh
calon  Anggota DPRD yang wmemperoieh  suara
terbanyak urutan berikutnys dalam daltar peringkat
perolchan suara dan partal pohtik yvang sama pada
daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal calen Anggeta DPRD yang mempercleh
suara terbatiyak uvrutan berikutnya  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) mengundurkan din,
meninggal dunia, atau tidek lagi memcnuhi syarat
sehagai  calon Anggota DPRD, Anpgota DPED
schagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh
calon Anepolta DPRD varng memperoleh  suara
terbanyak urutan berikuinya dan partai poliik yang
sama pada daerah permlihan yang sama.

Dalam hal terdapat masalah kepenpurusan ganda
partai politik, usulan calon Anggota DPRD  yang
ditindeklanjuti adalah kepengurusan partai politik
yang sudah mempereleh putusan mahkamah partal
atau schulan lain sesuai dengan ketenluan peraturan
prrundang-undangan tentang partay politik.

Jika masih terdapat perselisihan atas putusan
mzhkamah partai atau sebutan lain sebagaummeana
dimaksud pada ayat {3), kepengurusan partai politik
tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian
merupakan Kepengurusan yang sudah memperoleh
putusan pengadilan yvang tclah memperoleh keluatan
hukum tetap dan didaftarkan sesual  dengan
ketentuan  peratutan  perundanp-undangan  lEntang
partai politik.

Pasal 110

Pimpinan DPRD provinsi menyampakan nama
anpggota DPRD  provinsi  yang  diberhentiktan
antatwakiy dan meminta nama calon penggant
antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi

yang ditembuskan kepada Komisi Pemiihan Umum
Repubbl Indonesia.

(2} Hama. . - .
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Mama calon pengganti antarwaktu dizampaikan oleh
Komisi Permbhan Umum provins kepada Pimpinan
DPRD paling lambat 5 (lima) Han terhitung sejak
surat Pimpinan DPRD provins: diterima.

Paling lambat 7 (tujuh) Hati terhitung sejak mencrima
nama  calon  penpgant  antarwaktuy  dan Komisi
Pernilihan Umurmn  provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2], Fimpinan DIFRD provinsi menyampaikan
nama angrata DPRD provinsi vang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwakin kepada Menter
melalui gabernur sehagai wakil Pernerintah Pusat,
Paling lambat 7 {tujuh] Han terhitung sejak menerimea
nama anggota DPED provinsi yang diberhentikan dan
nama calon pengeatt antarwakiu, gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat menyampailkan nama anggoba
DPRD provinul yang <iberhentikan dan nama calon
pengeanti antarwaktu kepada Menlen,

Faling lambat 14 {empal belas) Han terhitung sejak
menerima nama anggota DPRD  provinsi  yang
diberhentikan dan nama calon penggantt antarwaktu
dart gubemur sebagar  walil Pemenntah  Pusat,
Menten meresnukan pemberhentian dan
pengangkatannya dengan kepuiusan Menteri.

Dalam hal gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat
tidak menyampaikan penggentian antarwakty kepada
Menteri sehagaimana dimaksud pada avat {3), Menteri
meresmikan penggantian antarwaktu angegota DPRD

provinsl berdasarkan pemberitabuan dari Pimpinan
DPRED praovinsi.

Pa=al 111 . _.
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Fazal 111

Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan
narmea  anggota DFRD kabupaten/kota  vang
diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon
pengeganti  antarwakiu  kepada Komis! Pemilihan
Umum kabupatenfkota yang dittmmbuskan kepada
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Nama valon penggant antarwakiu disampaikan oleh
Komisi Pemilihan Umum  kabupaten/kota kepada
Pinpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Han terhitung
sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota ditenma.

Paling lamnbat 7 [tujuh) Hari terhitung sejak menerima
nama <alon penpgantl  antarwaktn  dari Komisi
Pemailihan Umum  kabupaten/kota  aebaganmana
dimaksud pada ayat [2), Pimpinan DPRD kabupaten/
kota menyampaikan nama angeola DPRD kabupaten/
kota yang diberbenukan dan nama calon penpganti
antarwakiu  kepada  pgubernur  sebapai wakil
Femerintah Pusat melaha bupati/wali kota,

Paling lambat 7 [fujuh] Hari terhitung scjak mensnma
natna BRERZGta COPRD kabupaten/kota  yang
diberhenlikan dan nama calon penggant antarwaktu,
bupatifwali kota menyampaikan nama anggota DFRD
kabupaten/kota vang diberhentikan dan nama calon
penggantl antarwakitu kepada gubermur sebagar walal
Pemenntah Pusat.

{5) Paling . . .
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Paling lambat 14 [empat belaz) Han terhitunp ascjak
menerma nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaklun
dari  hupatifwali kota, gubemur sebagai  wakil
Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan
penpangkatannya dengan  keputusan  gubernur
scbagal wakil Pemenntah Pusat,

Dralarn hal bupati/wali kota tidak menyampaikan
penggantian antarwaktu kepada pgubernur scbhaga
wakil Pemerintah Pusat sehagaimana dimaksud pada
ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemenntah Pusat
meresmikan penpgantian antarwaktu anggota DPRD
kabupaten/kota berdasarkan pemberitabuan dan
Pimpinan DPRD kabupaten/ kota,

Pasal 112

Anggola DPRD pengganu antarwakiu menjadi anggota
pada alat kclengkapan Anegota DPFRD yang
digantikannya.

Masa jabatan Angeota DPRD pengeganti antarwaktil
rmelanjutkan  sisa masa  jabatan Anpeota DPED
yvang digantikantya.

Fenggantian  antarwaktu Angeota  DPRD tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota
DPED yang digantilkan larang dari © {enam} bulan.

Pasal 113 . _ .
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Pasal 113

Calonn Angeota DPRD pengganti antarwaktu harus
memenuhl  persyaratan  sebapaimana persyatatan
bakal calon Angpota DFRD sesuai dengan Undang-

Endang mengenal pemilihan umum.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayar (1), partai politik pengusung calon Anggota
DPRD penggant anlarwakiy tdak dalam sengketa
partal politik.
Femenuhan persyaratan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2} dibuktikan dengan melampirkan
kelengkapan administratil sebagaimana kKelengkapan
admimstratif bakal calon Anggota DPRD  sesual
dengan Undang-Undang mengenei pemilihan umuom
dan melampirkan:

a. sural keterangan tidak ada sengketa paital politik
dari mahkamah partai atau sebutan lain
dan/atau pengadilan negen sctempat;

b. swurat usulan pemberhentian Anggota DPRD
dari pimpinan partai  politik disertai dengan
dokumen pendubung sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan den keteptuan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
partat politik;

c. f(otokopi daftar calon tetap Anpeota DPRD pads
pemilihan umum yang dilegalisir oleh Xormizi
Femihihan Umum provinsi bagi OFRD provinsi
dan oleh Komnwi Pernilihan Umum kabupatenf
kota bagi DPRD kabupaten; kota; dan

d. lotokom - . .
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d. fotckopl daftar peringkat perclehan suara partai
politik yang mengusllkan penggantian
antarwakiu Anpgepeta DPRD yvang dilegalisir oleh
Komi#l Permihhan Umum provinsd bagt DPRLD
provinsl dan oleh Komisi Pemilihan Umum
kabupatenkota bag DPED kabupalen /kota.

Kelengkapan administratif penggantian antarwakrn
Anggata DPRD diverilikasi oleh unit kerja di masing-

masing lembaga/ instansi sesual kewenangannya.

Pasal 114

Anpgota  DPRD  penpeanb antarwaktu  sebelum
memangky jabatannya, mengucapkan sumpah fjanj
vang dipandu cleh Pimpinan DPRD dalam rapat
panpums.

Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lamsa 60 [enam
puluh] Han terhitung sgjak diterimanya kepulusan
peresmian pengsngkatan sebagai Anpgota DFRD.

Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPFRD
pengganti antarwakm diatur dalam Peraturan DPFRD
tcntang Tata Tertip DFRD.

Anggota DFED pada daerah atonom barg yvang belumn
nempurnyal pengadilan tinggl atau pengadilan negeri
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu cleh ketua
atan wakil ketua pengadilan tinggl atau pengadilan
negen pada daerah induk,

Bugian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Pemmberhentian Anggota DPRD

Pazal 115

Anggoly DPFRD diberhentikan sementara karena:

.

(1]

(2]

e

menjadi  terdakwa dalam  perkara  tindak  pidana
umam yang diancam dengan pudana penjara paling
singkat 3 [lima] tahun, atau

menjadi  terdalkwa dalam  perkara tindak pidana
khusus.

Pasal 116

Pemberhentian sementara anggota DPRD  provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diusulkan
oleh Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melaha
gubernur sebapal wakil Pemenntah Pusat,

Apabila zetelab 7 (tupuh| Han terhitung zejak anggota
DPRD provinsi  ditetapkan  sehagai  terdakwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Pinpinan
DPRD provinsl tidak mengusulkan pemberhentian
sementara, sckretanis OPED  provinsi melaporkan
status  terdakwa angeota DPRDO provinsi kepada
gubernur sebagai wakil Permerintah Pusal,

Gubermur zebagai  wakil Pemetititah Pusat
berdasarkan laporan schretaris DPRD  provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] mengajubkan
usul pemberheéntian sementara anggota DPRD provinsi
kepada Menteri.

(4] Menteri . . .
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Menteri mermberhentikan sementara sebagal anggota
DPRD provinsi atas usul gubermur sebagai walal
Pernerintah  Pusat  sebagaimana dimaksud pada
gyat (1} dan =ayat [3}.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Permnenntah Pusat
tidak mengusulkan  pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (3],
Menteri memberhentikan sementara anggota DPRDY
provinsi berdasarkan register perkara pengadilan
negeri.

Pemberhentian  sementara  sebagaimana  dimaksud
pada avat {4] dan ayal (5} mulai berlaku terhitung
sejak tanggal anggoia DPRD provins ditetapkan
sebapai terdakowa.

Pawal 117

Pemberhentian sementara angegota DPRD kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
diusulkan oleh Pimpinan DPRD  kabupaten/kota
kepada gubernur sebapai walkil Pemenntah Pusal
melalul bupatfwali Kota.

Apabila setelah 7 {tujubh) Han terhitung sejak anggota
DPED kabupaten/kota ditetapkan sebagai erdakwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Pimpinan
DFRD kabupaten/ kota tidak mengusulkan
perberhentian acmentara, sekretaris CFPRD
kabupaten/kota melaporkan status terdakwa anggota
DPRD kabupaten/loota kepada bupat fwali kota,

(3] Bupati . . .
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Bupali/wali kota berdasarkan laporan selretaris
DPRD kabupatenfkota sebapaimana dimaksud pada
avat (2] mengajukan usul pemberhentian sefmentara
angpota DPRD kabupatenfkota kepadaz pgubernur
scbagal wakil Pemenntah Pusat.

CGuberrmur  sebagai wakil  Pemenmntah  Pusat
memberhentikan sementara sebagai anggota DPRL
kabupaten/kota atas  usul bupatijwali  kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {3}.
Dalam hal bupat/wali kota tidak mengusulkan
pemberhentian  sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] dan ayat {3], gubernur =ebagai walal
Pemerintah Posat memberhentikan sementara angpota
DPFRD kabupaten/kota berdasarkan register perkara
pengadilan negeri.

Pemberhentian semcntara sebagaimana dimaltsud
pada ayat [4) dan ayat {3 moulai berlaku terhitung
sejak tangpal anpeota DPRD  kabupaten/kota
ditetapkan sebagai terdakwa.

Paszal 113

Dalam hal Anggota DPRD  yanp diberhentikan
zementara berkedudukan sebagai Pimpman DFRD,
pemberhentian scmentara scbagal Angeota DPEL
dukuti dengan  pemberhentian  sementara sebagai
Pimpipnan OPRD.

{2) Dalam _ ..
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Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), partal politik
asal Pinpinan DPRD yang diberhentikan sementara
mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang
anggeta DPRD  yang berasal dan  partai polibk
tersebut untuk melaksanaken tugas  puampinan
DPRD yang diberhentikan sernentara.

Pagal 119

Dalarn  hal Anggota DPRD  dinvatakan  terbubdti
bersalah  karena melakukan  tindak — pidana
schagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berdasarkan
putusan pengadilan yvang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, Anggota DPRD yang bersanghutan
diberhentikan sebapai Angpota DPRD.

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1 dilakukan atas usulan pimpinan partai
politik paling lama 7 {twuh) Hari terhitung sejak
tanggal putusan pidana memperoleh Kekvatan hukum
tetap.

Dalam hal setelah 7 (tujuh) Harl sebagaimans
dimaksud pada ayat (2} pimpinan partai politik tidak
mengusulkan  pemberhentian  Anggota  DFRD,
Pitnpinan DPFED mengasyulkan pemberhentuan Anggota
DPRD kepada Mentern untuk DFRD previnst dan

kepada pubcrmur scbaga walal Pemermiah Pusat
untuk DPED kabupaten/kota tanpa usulan partai
pohitiknya.

(4] Menteri . . .
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Menteri memberhentkan anggota DPRLE provinsi atas
usul Pimpinan DPRD provinst dan gubcrmur sebagai
wakil Pemerintah Puszat memberhentikan anggota
DPRD kabupaten/kota atas usul Pimpinan DPRD
kabupalenfkota,

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai  berlaku  terhitung secjak tanggal putuszan
pengadilan mempereleh keluatan hukum tetap.
Dalam hal Anggota DPRED dinyatakan tidak terbukt
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 berdasarkan putusan pengadilan
vang tclah memperoleh kekuatan hulum  tetap,
Angpota DFRD yang bersangkutan diaktifkan kembali
apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X
FRAKSI

Faszal 120

Fraks DPRD dibeniuk paling lama 1 (satu} bulan
zsetelah pelantikan Anpggota DPRD.

Setiap Anggota DPRED harus menjadi anggota salah
satu Fraksi.

Betiap Fraksi di DPRD bzranggotakan paling sedibkit
sama detigan jumlah komisi di DPRD.

Fartai politik yvang jumlah anggotanya di DPRD
mencapal ketentuan aschagaimana dimaksud pada
ayat (1) atay lebnh dapat membentuld 1 (satu) Frakis,

(o] Partas . ..
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Partai polittk hams mendudukkan seluruh
angeotanya dalan 1 (satg) Fraks: vang sama.

Parai poliuk yang jumlah anggotanya di DPRD tidak
memenuhl ketentuan scbagai.mana dimaksud pada
ayat [3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraks:
yang ada atau membentuk paling banyek 2 (dua)
Fraksi pabungan,

Pambentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan
DPFRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan
dapat dilaloukan paling singkat 2 (dua) tabun & {enam)|
bulan dengan ketentuan Fraks: gabungan sebelumnya
tetap memenuha persyaratan sebagai Fraksi

Dalam  menempatkan  anggolanya pada alat
kelenghapan DPRLD, Fraksi mempertimbangkan latar
belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja
anggotanya.

Fasal 121

Dalam hal dilakukan penataan dan  pengisian
keanggotaan DPRD pada daerah otonom bama, dapat
dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

Ketentuan Imcngenai pembentukan Fraksi
sehagaimana dimaksgd dalam Pasal 120 berlakuo
secara mutatis mutandis terhadap perubahan Frakss
dan keanggiiaan Fraksi pada daerah ctonom bara,

Pasal 122, ..
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Pasal 122

Dalam hal jumlah anggota Frakst lebih dan 3 (tiga}
grang, pimpinan Fraksi terdini atas ketua, wakil ketua,
dan sekretaris yang dipilih dari dan cleh anggota
Fraksi.

Dialam hal jumlah anggeta Fraksi hanya 3 (tiga) orang,
punpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretans yang
dipilih dan dan cleh anggota Fraksi.

Pimpinan Fraksi vang telah terbentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] dan ayat (2] dilaporkan
kepada Pimpinan DPED untuk diumumkan dalam
rapal patipltma,

Fa=al 123

Fraksi mempunyai sekretanat.
Sekretanat Fraksi mempunyal tugas membantl

kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

Selkretariat DPRD menyedialkan sarana, anggaran, dan
tenaga ahli puna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi
sesnai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan
kemampuan APBD.

Pasal 124

Betiap Fraksi dibantu oleh 1 {satu) orang tenaga ahii.
Tenaga ahli  Fraksit paling sedikit memenuh

persyaratan:

a. berpendidikan . . .
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berpendidikan  paling rendah strata salu [S1)

dengan pengalaman kerja paling singkat 2 [tiga)
tahumn;

menguasai bidang pemerintahan; dan

menguasal tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 125

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja

tahunan yang memuat:

a.

pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh
kebijakan vang diambil terkait pelaksanaan
fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan
anggaran, dan

aspirasi atau pengaduan masyatakat dan tindak
lartjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan
Frakai.

Laporan kirerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada
aval [1} digtur lebih lanjut dalam Peramran DPRD
tentang Tata Tertib DPRD.

BAHB Xl
KODE ETIK

Pazal 126

DPED menyusun Kede Etk yang wank dipatuhi oleh
setap Anggota DPRED s¢lama menjalankan Rigasnya
untuk menjagas meartabat, kechormatan, citra, dan
kredibilitas DPRI.

(2] Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai Keode Etik schagumana

dimaksud pada ayar {1} diatur dengan Peraturan
OFRD tentang Kede Etik yvang paling sedikit memuat
ketentuan:

a.
b

f

A

ketaatan dalam melaksanakan sumpah/ jaiii;
sikap dan perilaku Anggota DPRD;
tata kerja Anggota DPFRD,

tata hubungan antarpenyclengeara pemerintahan
daerah:

Lata hubungan antar-Anggota DPRD,

tata hubungan antara Anggela DPRD dan pihak
lann;
penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan
sanggahan;

kewanban Angpota DFRD,

larangan bagi Anggota DFRD,

hal-hal yang tidak patut dilakukan cleh Angeota
DFRD;

sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

rehabilitasi.

BAB XIiI
KONSULTASI DPRD

Pasal 127

DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan
pemerintahan secara berenjang.

(2] Konzultasi . . .
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Konsultasl scbagaimana dimaksud pada ayat {1}
diselenggarakan  untuk  meningkatkan  kinerja
pelakaanaan tupas dan wewenang DPRD,

Pasmal 128

DPRE provinsi hams mengkonsultasikan rancangat
Feraturan DPRD provinsi tentang Tata Terhib DPRD
kepada Menten sebelum ditctapkan.

DPRD kabupaten/kota harns mengkonsultasikan
rancangan Peraturan DPED kabupaten/kota tentate
Tata Tertib DPRD lkepada pgubernur acbagai wakil
Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat
memuat materi nidal kearifan lokal sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAE X1

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN

{1]

ASPIRASI MASTARAKAT

Pasal 129
Funpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Angpota
DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, Menampung,
mepyerap, dan menindaklagjutd  pengadusn  dan

aspirasl magyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.

(2) Pimpinan . . .
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Pimpinan DFRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait,
atay Fraksi di DPFRED dapat menindaldanjuti
pengaduan dan  aspirasi masyarakat | sesual
keweonangannyvy.

Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan
aspirsdl masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat
kelenghapan DPFRD vang terkait, atau Fraksi.

Dalam hal diperlukan, pengadvan dan  aspiras
masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

a. rapatdenpar pendapat umum;

b. rapat denpar pendapat;

o

kunjungan kerja; atad

rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra
kerya.

Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat

dilaksanakan szesuail dengan kectentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Anggots
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal
dari pengangkatan  dapat menjgdi anggota  dan
pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
kecuali Pimpinan Dewan Perwakilan Ralovat Papua

dan Dewan Perwalkilan Rakyat Papua Baral, pimpinan
badan musyawarah, dan pimpinan badan anggaran.

|2] Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dalam
alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
diatur dalam Peraturan Dewan Ferwakilan REakyat
Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
tentang tata tertib.

Pasal 131

Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Anggota
Dewan FPerwakilan Rakyat Papua Barat vang berasal
dani  pengangkatan  berhimpun  dalam ! (sata)
kelompok khusus.

Kelompok khusus sebagaimana  dimaksud pada
ayat {1] dibantu vleh 1 (satu} orang tenaga ahll yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 avat [2).

Kompensasi renaga ahli kelompok khusus besartiya
sama dengan kompensasi tenaga ahli Fraks: sesuad
dengan keletituan peraturan perundang-undangan,

Pasal 122

Anpgota DIPRD yang meclakukan pegalanan keluar
neperi harus etlebih dahulu mendapatkan 1zn dan
Menteri.

Kelenluan mengenal tata cara pembenosan iZin
sebagaimana dimaksud pada ayal {1} diatur dalam

Peraturan bMenteri.

Pazal 133 _ . .
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Fazal 133

BSekretaris DPRD provinsi wajib melaporkan kepada
Menteri melalui gubernur sebapai wakil Pemeriniah
Pusat status hukum anggota DPRD provinsi yang
terlibat dalam kasus tindak pidana.

Sekretaris DFED kabupaten/kota wajib melaporkan
kepada gubernur sebapal wakil Pemcnntah Pusat
melalui bupatifwali keta status hukum anggota DPRD
kabupaten/kota yang terlibat dalam kasus tindak
pidana dengan tembusan disampaikan kepada
Meoten.

BAB KV
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 124

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai betlaku,
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah
ada scbelum Peraturan Pemerintah ini dundangkan,
tetap berlaku sampai dengan ditctapkantiya Peraturan
DPRD  tentang Tata Tertib DPRD  berdasarkan
Peraturan Pemenintab ini.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
schagaimana dimaksud pada ayat [l) Tharus
ditetapkan paling lama 6 (enam} bulan terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 133

Ketentuan dalam Peraturan Pemenntah ini kerlaku juga

sebagal pedoman penyusunan Peraturan tentang Lata
tertib:

a, Dewan . . .,
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a. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Frovingi Dacrah
Istimewa Yopyakarta;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan  Dewan
Perwakilan Eakyat Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi
Papua; dan

#,  Dewan Perwakilan Ralgyat Papua Barat dan Dewan
Perwaldlan Rakyat Dacrah Kabupaten /Kota di Provinsi
Papua Barat,

sepanjang ndak diatur dalam  peraturan perundang-

undangan yang mengatut tentang keistimewaan dan

kekhusu=an Daerah tersebut.

Pazal 136

Pada s=aal Peraturan Pemerintah ini mulad  berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralgrat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah |Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2010
Momor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasaj 137

Peratiran  Pemerintah il mulai berlaku pada  tangpal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahiltan
pengundanpan  Peraturan Pemenntah ini denpgan
penempatannya  dalam Lembaran Megara  Repubhk
[ndonesia.

Ditelapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2018
FRESIDEN REPUBLIK INGONESIA,

ttd.

JOKO wWIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H, LADLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOCMOR &%

Salinan sesual dengan ashinya

EEMENTERIAN SEREETARIAT NEGGARA
EEPUBLIK INDQNESIA
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NCMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

FPEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

LUTMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemenntaban
Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagal unsur penyelengpara pemerintahan daerah
yang mempunyal fungsi  pembentukan  Perda. anggaran, dan
pengawagsan, yvang dijalankan dalam keranpka ccpresentasi rakyat di
dagrah. (leh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemernntahan daerah yang memibkl peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensd, siektivitas, produkaiviias,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pesmenntahan daecrah, melalu
pelaksanaan hak, kewanban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD segua)
dengan ketentuan peraturan perundangan-undatigan,

Sejalan dengan hal terseburt, Peraturan Pemetintah ini ditetapkan
untuk melakzanakan ketentuan Pasal 132 ayar (1), Pasal 1435,
Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemernintahan Daerah sebagal pedoman bagi DPRDG
dalam penyusunan Peraturan DPFRED tentanp Tata Tertib DPRD, yang
agensinya ditjukan untuk meningkatkan kualitas, produkhvitas, dan
kinerja DPRD dalam mewujudkan Kesejahleraan masyvarakat dan
pembangunan dacrah scrta memaksimalkan peran DPRD dalam
menpembangkan checks and balances antara DPFRD dan Pemepintah
Daecrah.

Dengan . . .
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Dengan brrlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintabhan Daerah, Peraturan Pemenntah ini meétnuat
pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DFRD
tentang Tata Tertib DPRD yang mehputi lungsi, tugas, dan wewenang
DPRD, keanggotaan DPRD, alag kelengkapan DFRD, rencana kerja
DFRD, pelaksanaan hek DPRD dan Anggota DPED, persidangan dan
rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhenban antarwakiu,
pengeantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etiik,
konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan Pemerintah ini juga telah menyelaraskan pengaturan
yvang termuat dalam berbagai perubahan  peraturan  perundang-
undangan terkait DPRD, antara lain Undang-tUndang Nomor |
Tahun 2013 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penpganu
Undate-Undang Nomor 1 Tahut 2014 tentang Permilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang scbagammana t2lah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2315 tentang Penetapan Perataran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentanp Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah
Konsbtusi Nomor 116 /PUU-VIIf 2000 tangpal 30 Desember 20049 yang
muatannya herkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan
DPewan Perwakilan Eakyat Papua Barat serta memual ponycmplirnzgan
pengaturan dalam rangka menjawab permasalahan pada pelaksanaan

fungs: DPRD dalam penyelenggaraan pemenntahan daergh sebagai
akibat dan kekosongan pengaturan hukum.

II. PASAL ...
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Fasal 3

Cukup jelas,
Fagal 4

Cukup jelas.
Fasal 5

Culup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas,
Pasal B

Cukup jelas.
Pazal @

Cukup jelas,
Fasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 ., .
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Pazal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayar 1]
Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Kepala Daerah

dapat diwakili oleh tim angparan Pemernintah Daerah.

Ayat {2}
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Aval (1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan®
antara lan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenal pembentukan peraturan  perundang-undangan

dan parbsipasi masvarakat dalam penyelenggaraan
permerintahan daerah.

Pazal 15
Cukup jelas.

Pasal 15

Culkup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 ...
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Pasal 18
Cubap jelas.

Pazal 19
Cultup jelas,
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Hurul a
Cudup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hutuf «
Cukup jclas.
Hurul d
Cukup jelas.
Huwruf &
Cuktlp jelas.
Hurmf I

Yang dimaksud denpan "perjanjian internasional® dalam
ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat

dan pihak luar negeri vang berkaitan dengan kepentingan
daerah.

Hurafg. ..
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Hurul 2
Yanp dimaksud dengan "kerna sama intermasional” dalam
ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Dacrah
dan pihak Jusatr neeerd yang melipatl kerja sama provinsi
“kembar”, kerja sama kabupaten/ kota *kembar”, kerna sama
teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerga  sama
penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal,
dan kerja sama lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang- perundangan,

Huruf h
Cukup jclas,

Hurnf 1
Cukup jelas,

Huraf
Cukup jelas.

Pazal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Culup jelas.

Pasal 26
Culkup jelas.

Paual 27
Cukup jelas,

Fasal 28
Culoup jelas.

Pazsal 249 _ . .
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Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas,

Pasal 31

Ayat {1}
Cukup jelas.

Avat {2}
Culkup jelas.

Avat [3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kelompeok pakar atau tim ahli”
adalah sekelompok ocrang yang mempunyai kemampuan
dalam  disiplin  ilma tertenta untuk  membantu alag

kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungal serta tugas
dan wewenang DPRD.

Avat (3
Cukup jelas.
Avat (6]
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas,

Paxal 34 |, _ .
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Pasal 34
Culiup jelas.

Pasal 35

¥ang dimaksud dengan “kolektif dan keolegial® adalah tindakan
danfatau kKeputusan rapat paripurtia oleh 1 (satu) atau lebih
unsdr Pimpinan DPRD delam rangka melaksanakan tmagas dan
wewenang Pimpinan DPED  sebagei  tindakan dan/fatau
keputusan semua unsur Pimpinan DPRO. Dermkian pula rapat

paripurna yang dipimpin oleh ketua atan wakil ketua DPRD
mempunyai kekuatan huloum sama.

Fazal 36
Cukup jelas.

Paz=al 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup j¢las.

Paszal 39

Ayat (1]
Cukup jelas,

Avat {2)
Yang dimaksud dengan *mmpinan partai politik® adalah
ketua umum dan sckretaris jenderal atau sebutan lain yang
sejentis di tingkat pusal sesuai dengan anpgaran dasar dan
anggaran rumah @ngga partai politik.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Byat (4] ...
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Avat [4)
Cukup jelas.
Fasal 40
Avat (1)
Yang dimalksud dengan "berhalangan sementara™ adalah
situasi dan kondisi yang menyebabksn unsur Pimpinan
DPRD tidak dapatr melaksanakan tugasnva, ddak termasuk
apahbila Pimpinan DFRD dikenai pemberhentian sementara
sebagal Pimpinan DPRD.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat (3}
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pazal 43
Cukup jelas.
Fazal 44
Cukup jelas.
Pazal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Fagal 47 . . .
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Cukup jelas.

FPa=al 48

Cukup jelas.

Paszal 49

Cukup ielas,

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 3l

Cukugp jelas.

Pasal o2

Cukup jelas.

Pazal 53

Cukup jelas.

Fa=al 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Fasal 56

Cukup jelas.

Fa=al 37

Cukup relas.

Faz=al 58

Cukup jelas.

&
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Pasal 39 . - .
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Pazal] 59
Cukup jelas.

Pazal 60
Awat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurt b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pimpinan alat kelengkapan
OFPRD" adalah Anggnta DPRD sebagal ketua, wakil
ketua, dan seliretans pada alat kelengkapan DPRD.

Hurul d
Cudcup jelas.
Hurul =
Cukup jelas.
Avat {2}
Cukup jelas.
Avat {3}
Cukup jelas.
Pazal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Fasal 63 . _.
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FPazal 63
Culap jelas.
Fasal £4
Ayat (1]
Pembentukan panitia khusua untuk melaksanaken fungsi,
tugas dan wewenang yarng tidak bisa ditangani oleh 1 (satu)
alat kelengkapan DPR[ vang bersifat tetap.
Avat (2]
Cukup jelas,
Ayal {3]
Yang dimaksud denpan “wakiu yvang bersamaan” adalah
pamtba khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas
vang =ama dengan paniila khusus yang lainnya.
Yang dimaksud dengan “sama jumlahnya” adalah jurmlah
anggotanya urate lebih sama denpan jumilah terhanyak
anepota komisl di DPRD vang bersangkutan.
Avat |4
Cukup jelas,
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayat {f}
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas,

Fasal 66 . ..
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Paza] 66
Ayat [1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas,
Ayat (3]
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan®
antara lain peraturan perundang-undangan Yang mengatur
mengenal hak keuangan dan administratif Fimpinan RPRD
dan Anggota DPRD,
Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal &8
Cukup jelas,

Pasal &9
Avat (1)
Hurul a
Yang dimaksud dengan “hak interpelasi® adalah hak
DPRD untuk memintaz ketcrangan kepada Kepala
Daerah mengenai kebijakan Pemenntah Dacrah Yang

penting dan stratepis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bemegara.

Hural b . ..
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Huruf b

Yang ditnaksud dengan “hak angket” adalah hak
DPRD uniuk melakukan penyehdiltan  terhadap
kebijakan Pemerintah Daerah yang penbng dan
stratepis serta berdampak las pada kehidupan
masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf ¢

Avat (2]

Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pcndapat”
adalah hak DPRD untuk menyawakan pendapat
terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai
kejadian uar biasa yang terjedi di daerab diserta
dengan rekomendasi penyelesalannya atan sebagai
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak
angket.

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Paszal 7.3

Cukup jelas.

Pasal 74 . ..



Pazal 74

Cukup jelas.

Pasal V>

Cukup jelas.

Pasal 7o

Cubkup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jclas.

Fasal 8]

Cukup jelas.

Pazal A2

Cukp jelas.

Fa=sal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal BS

Culup jelas.
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Paszal 86 _ . .
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Cukup jelas.

Pasal &7

Cukup jelas.

Pazal 83

Cukup jelas.

Fasal 89

Cukup jelas.

Pazal Q0

Cukup jclas.

Pazal 91

Cukup jclas.

Fasal 92

Cukup jclas.

Paszal 93

Cukup jelas.

Pazal 4

Cukup jelas.

Pagsal 95

Cukup jelas.

Paszal 96

Culoup jelas.

FRESIDER
REPUELIK INOOMESIAL

- 16 -

Pasal 97 , _ .
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Pagal 97
Avat [1}
Huruf a
Cukup jclas.
Hurui b
Yang dimaksud dengan “dihadiri eleh paling sediki
2¢3 (dua pertpga)] dari jumlah Anggota DPRD unink
memberhentikan Fimpinan DPRD™ adalah bentuk
penghargaan kepada Anpgota DFRD untuk  hadir
dalatn rapat paripurma pemberhentian Pimpinan
DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPED
merupakan  kewenangan  partai polibk vang
bersangkuatan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas,
Ayat {3}
Cukup jelas,
Awvat [4)
Cukup jelas.
Ayat |5}
Cukup jelas.
Ayal (]
Cukup jelas.

Avat (V) ...



PRESIQEN
REPUBLIN 1NDONESIA

- 1H -

Ayat (7]

Cukup jelas.
Ayal (8]

Culup jelas.
Ayvat {4}

Cukup jclas.

Pasal 938

Cukup jclas.

Puasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Avat [1)
Penpusulan  pemberhentian  anggota DPRD provinsi oleh
gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan
DPRLD provins: dilaksanakan setelah berkas pemberhentian
anggota DPED provinsi lenghkap.
Ayat (2]
Cubnp jelas.
Pasal 103
cukup jclas.

Pasal 104 , . .
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Cukup jelas.

Pasal 105

Culap jelas,

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Culoup jelas.

Pasal 108

Cultup jelas.

Pasal 1049

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jclas.

Pagal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1]

FPHESIDEM
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Cukup jelas.

Avat [2)

Cukup jelas.

Ayat (3] . ..
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Ayat {3]
Cukup jelas.
Ayat [4}
Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalab:
a2, umit kerja yang ada di sekretariat DFRD  provins,
Komisi Pemiiihan Umum provinsi, sekretariat daerah
provinsi, dan kementerian veng menyelenggarakan
uruasan pernerintahan dalam negeri bagl penggantian
antarwaktu anggeta DPRD provinst dan
b, unit kega yatg ada di sekretanar DPRD
kabupaten / kota, Komisi Pemilihan Umum
kabupaten/kota, schretariat daerah  kabupaten/kota
bagi penpgantian  antarwaktu  anggota DPRD
kabupaten kota.
Fasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Culup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 119 . ..
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Pasal 113
Cukup jelas,
Pasa] 120
Ayat (1]
Fraksi dibentuk sebaga wadah berhimpun Anggeta DPRD.
Aval (2]
Cukup jelas.
Aval (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Awat [2)
Cukup jelas.
Avat (6
Cukup jelas.
Avyat (7]
Cukup jelas.
Avat [8)
Culup jelas.
Avat (9)
Cukup jelas.
Pasal 121
Culkup jelas.
Paszal 122
Culkup jelas.

Pasal 123 . ..
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Fasal 123

Cukup jelas.
Pasal 124

Cukup jelas.
Pasal 125

Cultup relas.

Pasgal 126

Cukap jetas.
Pasal 127

Cukup jelas.
Pasal 128

Cubltup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131

Avat [1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas,

Ayat {2}
Yanpg dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai hak keuwangan dan administraul Pimpman DPRD
dan Anggnta DPRLL

Paszal 132 ...
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Pasa) j32

Cukup jelas.
Pasal 133

Cubup jelas.
Pazal 134

Culoup jelas,
Pasal 135

Cukup jelas.
Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.
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